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BAB 1

. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanasn GBHN tshun 1999/2004 dituangken dalam bentuk Program
Pembangunan Nasional Lima Tabun (PROPENAS), yang memuat waian kebijakan
secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Selanjutnya
Propenas dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA) yang memuat
APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Makin luasnya fungsi dan
tanggung, jawab yang diemban pemerintsh dalam mencapai tujuan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat, selain ditunjukkan olsh _namakin meningkatnya dana
pembanguman tersebut, juga diikuti oleh kompleksnya transaksi-transaksi di sektor
pemerintahan dalam pengelolasn penerimaan dan pengelvaran untuk pembangunan
tersebut. Adalah merupskan tangpung jawasb  pemerintah untuk melakukan
pengendalian dan pengarahan penggunasn dana secara efisien dan efektif, juga
menyangkut mobilisasi dan pengalokasian sumber-sumber daya dalam melaksanakan
rencana-rencana dan program-program pembangunan.

Pamari:ﬂﬂll dalam membuat kebijaksanaan dan dalam melaksanakan
pengzlolaan kegamkapﬂm pemerintshan perlu didasarkan padn data keuangan
yang dapat diandalkan untuk perencanasn, koordinasi dan pElaImmmﬂn berbagai
fingsi dan kegiatan. Selain itu, sejalan dengan prinsip pada RUU Pemerintah Daerah

yang tidak lagi - menitikberatkan pada pengawasan preventif dengan tujuan



memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah Otonom maupun memberikan

peran yang lebili besar kepada DPRD untuk melakukan pengasasan, maka dengan
mempertimbangkan kelemahan = Sistem Mnmtan-si yang berlaku saijl:t ini, vang
di'dasm'kn;l oleh Sistem Pembukuan Tunggal (Sirgle Entry System) dengan
mengeunakan Akuntansi Dasar Tunai (Cashi Basic), jelas kiranya tidak lagi memadai
untuk dapal memenuhi kebulvhan pemerintah, dalam melaksanakan tugasnyva yang
semalkin rumit dan kompleks 1t

Mengingal ftugas-tugas pemerintah serta keterlibatannya dalam kegiatan-
kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan negara yang semakin meninghkal, maka
aluntansi pemeriniahan sebagaimana halnya alaumtansi komersial harus pula dapat
berfingsi sebagai alat manajemen yang dapat memenuln fungsi manajerial.

Oleh sebab it aluntansi pemerintahan harus divancang tidak hanya untuk
memenuhi akuntabilitas, akan fetapi harus dapat menyediakan berbagai bentuk dafa
keuangan yang dibutubkan untuk tmjuan-tujuan perencanaan, analisa, dan penelitian
program, pengangearan, manajemen yang efeltif pada berbagai tingkat pemerintahan
baik pemerintah pusat maupun pemerintzhn yang lebih rendah, pengendalian biaya
dan pelaksanasn dalam lubungannya dengan rencana yang ditetaphan.

Sebagal alternatif pencatatan sistem aluntansi pemenntahan sekarang im
adalah penting dianut Sistem Pencatatan atan Pembukuan Berpasangan (Double
Entry System) agar sistem akuntansi pemerintahan dapat melaksanakan fingsinya
baik dalam memenuhi tujuan akuntabilitas maupun sebagal alal manajemen. Adapun

kelebihan-kelebihan  Alamtansi Pemerintahan  yvang menganut Sistem Pencatatan



Berpasangan seperti yang dikemukakan dalam buku Pengantar Almuntansi

Pemerintahan adalah sebagai berilout :

memungkinkan  ketelitian pencatatan dan memudahksn  pencarian
kekeliruan pencatatan, karena sifatnya yang selalu harus seimbang antara
gatu perkiraan dengan perkirann lainnya

memberi kemungkinan pemakaian cara himpun (dccrual Basis  af
Accounting)  dan memang dilaksanskan  demikian, terutama buat
pengeluaran (expenditures), sehingga perhitungan akan lebih cepat
memungkinkan  pengendalian  anggaran  yang lebih tajam karena
diintegragikan di dalam pembulusan.

pembukuan dana memungkinkan penggunaan anggaran yang berdaya
guna dan bertepat guna

penyusunan laporan relatif lebih dipermudah.

dapat  dilaksanakan secara manual (padat karya) maupun
masinal/elekironis.”

Hal inilah yang melatarbelakangi penolis dalam menyusun shripsi yang

berqudul “DOUBLE ENITRY SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF PENCATATAN

AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMDA TINGEKAT O KABUPATEN

BANTAENG™.

1.2. Masalah Pokok

Sebagaimana halnya pada daersh lain, maka Akuntansi Pemerintahan yang

diterapkan di Kabupaten Bantaeng pada saat ini merupakan Akuntansi Anggaran

dengan Sistemn PembukuanPencatatan Tunggal dengan menggunakan basis kas (cash

basic). Sigtem Akuntanei ini kurang lengkap dan tidak terintegrasi dalam kelompok-

kelompok, sehingga yang kelihatan hanya rekening pendapatan dan rekening belanmja

yang masing-masing tampak tersendiri.

U Kustedi Arinta, Pengantar dburtansi Pemerintahon, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, hal 5-6.



4, Untuk memenubi salah satu eyarat akademis dalam rangka penyelesaian studi

pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.



BAB II

METODOLOGI

1.1. Metode Ptmlltlar;
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang dianggap

relevan melalui metode penelitian sebagal benkut

1. PEneliij:n Lapangan (Field Research)
Yaitu metode penelitian yang dilalukan dengan mengadakan observas: langsung
ke obyek penelitinn yaitn PEMDA Tinghkat I Bantaeng, termasuk formulir-
formulir yang digunakan sebagai media pencataton sistem pembuluan  yang ada
saal ini.

2. Stud: Pustaka
Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, membahas,
menganalisa teori-teori yang relevan dengan pokok masalah ini guna melakukan
perbandingan antara sistem pembukuan yang diterapkan PEMDA Tingkat I
Bantaeng dengan Sistem Pembukuan — Berpasangan yang merupakan alternatif

yang telah diterapkan di Amerika

2.2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian untule penulizan slaipsi
ini antara laimn :

1. Data Kuantitatif, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



yang miermei pos-pos penerimaan dan  pengeluaran, perhitungan kas dan

data kuantitatif lainnya

1: Dala Kuvalitatif, berupa pli*njﬂlﬂsﬂn pimpinan (Kabag. Keuangan) dan karyawan-’
karyawan PEMDA Tingkat Il Bantaeng serta unsur-unsur yang terkait dalam
penelitian ini,

Sedanghkan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah -

1. Data Primer, yaitu dala yang diperoleh langsung dari hasil penerapan sistem
pencatatan dan pelaporan akuntansi pemerintahan pada PEMDA Tingkat 11
Bantaeng, maupun yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak PEMDA

2. Data Sekunder, vailu data vang he.t‘smnl;m;r dari tulisan, literatur-literatur  acuan
yang memiliki relevansi dengan masalah pokok ini, artikel ilmiah, serta

Peraturan-peraluran  dan Perundang-undangan  yang mengatur tentang tata

pembulkuan kevangan daerah.

2.3. Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah pokok yang dikemukakan ssebelumnya, maka
penulis menggunakan Metode Analisis Perbandingan (Comparative Analysis
Method) yaitu membandingkan antara Sistem Aluntansi Tunggal yang diterapkan
pada PEMDA Tingkat T Bantaeng dengan Sistem Aluntansi Berpasangan (Double
Entry Sysemj yang diterapkan pada unit pemerintahan di Amerikn Serikat seperti
yang diatur dalam statement Nomor 1. dari NCGA (Marional Council on

Governmental Accounting) serta persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Akuntansi



Pemerintahan bagi suatu negara yang dialur oleh PBB.

24. Sistematika Pemhahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab  sebagai

berikut :

Bab

I @ PENDAHULUAN

Bab II :
Bab IIT :
Bab IV :

Dalam bab pendahuluan dibahas tentang : Latar Belakang Masalah,

Maszalah Pokolk, serta Tujuan dan Kegunaan Penulisan

: MOTODOLOGI

Dalam bab ini dibahas tentang : Metode Penelitian, Jenis dan Sumber
Data, Metode Analisis serta Sistematika Pembahasan.

LANDASAN TEORITIS

Dalam bab landasan teoritis ini dibahas tentang : Definisi Operasional,
Syarat-syaral Penyelenggaraan Aluntansi Pemerintahan yang diatur
Perserikatan Bangsa-bangsa, Statement No. 1 dari National Council on
Governmental Accounting (NCGA), Siklus Akuntansi Dana Umum
(General Fund), Sistem Pembukuan Keuangan Negara dan Keuangan
Daerah,

DOUBLE ENTRY SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF PENCATAT-

AN AFKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMDA TINGEAT IO
EABUPATEN BANTAENG



Bab

Vv

Membahas tentang : Tata Pembukuan Anggaran pada Pemnda Tingkat 11

Bantaeng, Sqnnhmr Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Tingkat T Bantacng, Perbandingan Laporan APBD dengan Laporan
Keuangan Dana Umum  (General Fund), Evaluasi Akuntansi
Pemerintahan pada Pemda Tingkat II Bantaeng, Evaluasi Alantansi
Pemerintahan clengan menggunakan Sistem Aluntansi Berpasangan
(Double Entry System), Indikasi Hambutan  yang mumeul  dalam

Penerapan Double Entry System.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dari
hasil pembahasan dan Saran-saran dari pennlis sekitar langkah-langkah

yang perlu ditempub untuk perbaikan sistem pembukuan berpasangan.



BAB IIT

LANDASAN TEORITIS

3.1. Definisi Operasional

Untuk mencapai pemahaman dan pengertian yang sama fentang definisi
dan pengertian yang digunakan dalam tulisan ini, perlu diberikan batasan-batasan
berikut .

Pengertian alamtansi  sebagaimana  ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Kevangan Republik Indonesia Nomor :; 476/EME.0L/199]1 tanggal 21 Mer 1991
pazal 1 {a) sebagai berikut :

“Aluntansi  adalsh suatu  proses  pengumpulan, pencatatan,

penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi

keuangan dari suaty kesafuan ekonomi untuk menyediakan informasi
keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan
keputusan’. ¥

Sedangkan pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed
Belkaoui dalam buku Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dilutip oleh Revrizond
Baswir sebagai berikut

“Aluntansi adalah spatn kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan

informasi luantitatif — terutama yang bereifat keuvangan, dari suatu

lembaga atan perusahaan, vang diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara

berbagai alternatif tindakan™.”

. I_mbagaP:nm'b:t.FEU] 1953, hal. 105.

N Revrinond Baswr iz, Ediai 3, BPFE Yogyakarta, 1999,
hal. 4.
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Berdasarkan pengertian aluntansi tersebut di atas, maka jelas bahwa fimgsi
aluntansi pada dasarnya adalah untuk menyediakan data kuantitatif yang berkaitan
dengan .Iransﬂksi keuangan suatu unit usaha atdu organisasi unhuk tujuan pengambilan |
keputusan,

Adapun pengertian aluntansi pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh
Revrisond Baswir dalam buku Akuntansi Pemerintahan Indonesia sebaga berikut

“Aluntansi pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah

bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.  Walaupun
lembaga  pemerindahan  senantiasa  berukuran  besar, nanun

gebagaimana perusahasn, ia ftergolong eebagai lembaga mikro.

Sehingga akuntansi pemerintahan, sebagaimana skuntansi perusahaan,

digolongkan pula sebagai aluntansi mikro™. ¥

Sedangkan pengertian akuntansi pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh
Arifin Sabeni dan Imam Ghozali dalam buku Pokok-pokok Aluntansi Pemerintahan
sebagai berikut ;

“Dalam aluntansi pemerintohan, data akuntansi digonakan ontuk

memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan

yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi
lain yang tidak bertujuan mencari laba (non profit organization)”.”

Pengertian Double Entry System yang terdapat dalam tulisan ini yaitu
merupakan cara pencatatan akuntansi atau sistem pencatatan akuntansi yang saling
berimbang antera sisi debit demgan sisi kredit dengan jumlsh rupish yang sama

antara kedua sisi tersebut.

I Rewrisond Baswir, Bid., hal 7.
# prifin Sabeni dan Imam Ghozali, Pokok-pokok dbuntanss Bemerintahan, Edisi 4, BFFE

Yogyakarts, 1994, hal. 1.




Sedangkan pengertian sistem pencatalan tunggal (single entry system)

sebagaimana dikemukakan oleh M. Ryaas Rasyid pada makalah yang dibawakan

dalam Seminar Nasional tentang Perspektif Prakiek Aluntansi pada Tatanan

Ekonomi Indonesia Baru acdalah :

“Sistem pencatatan tungeal merupakan sistem pencatatan yang lebib
gederhana dan mudah dilaksanakan karena setiap transaks: hanya
dicatat pada satm perkiraan dan tidak memerlukan pencatatan pada
bubu begar. "™

Dalam pembahasan nanti didapatkan juga 1stilah dana, pengertian dana di sini

tidaklah sama dengan pengerfian dana sebagaimana yung terdapat atau yang lazim

]

dalam penggunaan pada perusahaan komersial, tapi pengertian dana yang ada dalam

aluntansi  pemeriniahan  sebagaimana yang  dikemukakan dalam bulm  Alantansi

Pemerintahan adalah :

“Diana adalah satuan akuntansi dan fiskal (scal and accounting entity)
dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas dan sumber-
sumber keuangan lain beserta segala kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dan sisa modal atau  saldo-salde, dan  perubalan-
perubahannya yang dipizahkan dengan maksud melaksanakan kegiatan
khusus atauw mencapai fujuan tertentu sespai  dengan peraturan-
peraturan, restrilei-restriksi tertentu”.”

Sedang pengertian dana vang dikemukakan NCGA (Mationa! Council On

Governmental Accounting ) adalah sebagai berikut :

“ Governmental Accounting system should be organized and operated
on fimd, the NCGA has defined a fund as basis :

©) WM Ryaas Rasyid, Mokelah Tinjoucn Sistim dan Praktek Xsusngen Dacrah Serla
1929, hal. 3.

N wiuhammad Gade, Op, Cit, hal. 115.
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a fiscal and accounting entity,

with a self balancing set of account,

together with all related liabilities and resicual 'Bqltlhﬂﬂ or balance,
aud change there in,

which are segregated for the purpose of carrying on specific
activities or altaiing certain objectives,

- in  accounfing with specific regulations, resfriction, or
liritafions™®

1

r

L]

Berdasarkan kedua pengertian ftersebut di atas, maka ditarik point-point
penting yang merupakan inti dari definisi tersebut sebagai berikut :
- Dana merupakan suatu kesatuan akuntansi
- Yang merupakan seperangkal akun yang saling berimbang (a sef af
balancing account)
- Duna dibentuk nntuk suaty maksud atau fujuan tertentu
- Dana tersebut diatur dan dibatasi oleh suaty peraturan atan ketentuan-

ketentuan yang ditetaplkan.

3.2. Syarat-syarat Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Yang Diatur
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBE)

Agar akuntansi sektor publik dapat memiliki peran di dalam menakkan
perkonomian, maka sistem akuntansi susty negara diharapkan memenubi persyaratan
yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Apalagi dalam pengelolaan
dan penvelenggaraan pemerintzhan yang membutuhkan dana yang culup banyak dan

melibatkan kepentingan seluruh masyarakat, maka dituntut adenya sistem pencatatan,

B) Leo Herbert, Ao 1
Crrgan imgtion, MC Graw Hill, 195? llI!l 13




pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih memadai sebagaimana di

oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PEB). _
Di dalam A Manal for Government Accounting yang diterbitkan oleh United

Nations pada tahun 1970, mensyaratkan bahwa almniansi pemerintahan seharusnya |

memennhi persyaratan pokok sebagai berilaut :

1. Accounting systems to be designed to comply with the constitutional, statwtory

and other legal requirements of the country;

Maksudnya adalah bahwa =sistem akuntansi harug dirancang vntuk memenuhi
ketentuan Undang-undang dasar, Undang-undang dan peraturan lainnya dari
NEgara,

2. Accounting systems must be related to the budget classifications. The budgetary
and accounting fimctionare complementay elements ol financial management
and must be closely integrated.

Maksudnya sistem skuntansi harus dikaitken dengan kiasifikasi anggaran Fungsi
anggaran dan alamtansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari
pengurusan kevangan dan harus diintegrasikan secara erat.

3. The accounts must be maintained in a manner that will clearly identify the objects .
and purpose for which finds have been received and expended and the execufive
authorities who are responsible for custody and vse of funds in program
execution;

Maksudnya perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat

mengidentifikasi obyek-obyek dan tujuan-tujusn untuk apa dana yang telah
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diterima itu digunakan serta dapat pula mengidentifikas: para pejabat yang
bertanggungjawab  atas  penyimpanan  dan  penggunaan  dana-dana  dalam
pelaksanaan program. - |

4. Accounting systems must be maintained in a way that will l?acilit:lml- audit by
external review authorities, and readily fumish the nformations needed for
executive audit;

Maksudnya sistem aluntansi harus  diselenggarakan  dengan ecara  yang
memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksaan ekstern,
serta dapat menyediakan wformasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

5. Accounting systems must be developed in a manner that will permit effective

administrative control of funds and operations, program management and internal
andit and appraisal;
Maksudnya sistem akunlansi  harus  dikembangkan dengan cara  yang
memungkinkan dilaksanalannya pengawasan secara administratif terhadap dana-
dana dan pelaksanaannya, manajemen program serta penilaian dan pemeriksaan
inter.

6. The accounts should be developed so that they effectively disclose the. economic
and financial result of program operalions, including the measurement of
revenues, identifications of costs and determination of the operating result (the

surplus  and deficil position) of the government and its programs and

orgamzations,



3.3. Statement No.l dari National Council On Governmental Accounting
(NCGA)

Sebagai- acuan  dalam  menila teul:m:g penerapan  Sistem  Akuntansi

Berpasangan (Double Entry System) dalam akuntansi pemerintzhan, penulis

mengambil acvan dari akuntansi pemerintahan yang diteraplkan di Amerika Serikat

karena sistem pencatatannya berdasarkan pada Sistem Akuntansi Berpasangan.

Adapun kelebilan sistem akuntansi pemerintahan yang menganut Sistem Akuntansi

Berpasangan adalal :

memungkinkan  ketelifian  pencatalan dan memudahkan pencarian
kekeliruan pencatatan, karena sifalnya yang selalu harus seimbang antara
satu perkiraan dengan perkiraan lainnya

memberi kenwngkinan pemalkatan cwa himpun  (Aocrual Basis  of
Accounting)  dan memang dilaksanakan  demukian, terutama buat
pengeluaran (expenditures), sehingga perhitungan akan lebih cepat.
memungkinkan pengendalian  anggaran yang lebih  tajam  karena
diintegrasikan di dalam pembukuan.

pembukuan  dana  memungkinkan penggunaan anggaran vang  berdaya
guna dan bertepat guna.

penyusunan laporan relatif lebih dipermudah,

dapat  dilaksanakan - secara mamal  (padat  kmya)  maopun
masinal/elektronis.”

Dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang berlaku di Amerika

Serikat didasarkan pada Statement Nomor 1 dari National Council On Governmental

Accounting, yang merupakan suaty badan vang mengatur tenfang prinsip-prinsip

pokok akuntansi pemerintahan yang berlaln umum,

) Kustadi Arinta loc.cid, hel. 5-6.




3.3.1. Prinsip Akuntansi Yang Berlala Umam dan Kepatulan Hukum

Dalam Statement Nomor ] dari National Council On Governmental
Accounting pada Prinsip 1, sebagaimana yang penulis kutip dalam buke Akuntansi
Dana yang disadur oleh Erwan Dk dinyatakan sebagai berilout :

“Sistem akuntansi suat pemerintah hars memungkinkannya :

A menunjukkan secara wajar dan dengan pengungkapan mengenai
posisi keuangan dan hasil operasi kevangan dana dan kelompok
alun satuan pemerintah gesuai dengan prinsip akuntansi yang
diterima umum dan,

b. menentukan dan membuldikan kepatuhan terhadap hukum yang
menyangkut  keuangan dan  ketetapan vang berdasar per-
janjian™."?

Prinsip aluntansi yang diterima umum merupakan seperangkat norma kualitas
atau seperangkat pedoman berfindak didalam penyajian laporan keuangan wuntuk
kepeatingan wnmm. Perangkat norma atan ketentuan dan konvensi yang membimbing
para shuntan dalam penvajian laporan kevanemn, dalan vangka wenpinakan pendapat
temtnsze laporan Kevangan wsbuk  mengukkan apakah  laporan keuangan tersebut
telah disajikan sesual dengan prinsip-prinsip yang diterima wmum atan behwn.

Sebagamnana yvang dinyatakan dalwn Prinsip 1 sebelumnya, bahwa sistem
almntansi  enaty pemarintah  harns  memungkinkan menentukan dan membulttilan
kepatuhan terhadap hukum yang menyangkut kevangan dan ketetapan yang berdasar

perjanjian, maksudaya dalam penvelenggaraan aluntansi pemerintahan harus diatur

%) Erwan Dk, Pengontar Abuntenst Dena , AK Group, hal, 18



oleh peraturan atan perundangan kevangan vang berlalu agar penyelenggaraan

akauntansi pemerintahan ini mempunyai dasar hukum yang luat.

Dalam hal ketentuan liukum yang berkaitan dengan keunn:gﬂn berbeda dengan .
pringip akuntansi yang .diterimn umum, misalnva dalam hal dimana soatu unit
pemerintah  mungkin menghendaki laporan keunangan dan angearan atas dasar
Akuntansi Dasar Tunai (Cash Basis of Accounting), sedang prinsip aluntansi yang
diterima wnum menghendaki me:mr.mrgwmknn Aluntansi Dasar Himpun (Accrual
Basis of Accounting) ataw Aluntansi Dasar Himpen Yang Dimodifikasi (Aodifed
Accrual Basizs OF Accounting), maka sistem akuntansi pemerintahan tersebut harus
memberikan data vang dapat memenuhi terhadap hubum maupun laporan yang dapat
memenubi prinsip-prinsip yang diterima umum. Persyaratan ini tidak mengharuskan
penvelenggaraan dua sistem aluntansi sekalian, melainkan cukup menggunakan satu
gistem saja, sistemn yang dianut tersebut memberikan tambahan yang diperlukan untuk
mengubah ke dasar aluntansi yang diinginkan sehingea hasil laporan vang
dikehendaki oleh ketentuan hukum yang ditetapkan  dengan ketentvan yang
dikehendaki oleh prinsip-prinsip vang diterima wmum sama-sama terpenuhn.

Penyajian laporan keuangan yang sesum dengan prinsip aluntansi yang
diterima umum in!  dimaksudkan agar terdapat keseragaman penyajian laporan
keuangan bagi unit-unit pemerintah, schingga para pemakai laporan keuangan ini
dapat menilai, membandingkan dan menganalisa sesuai dengan kebutuhan mereka

dalam pengambilan keputusan bagi para pemakainya.



3.3.2. Dasar Pencatatan Akuntansi Dana Pemerintahan

Pringip 2 dari Statement No. 1 National Council On Governmental
Accounting mengemukakan sebagai berilut ;

“Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisiv atas dasar dana

Dana dapat didefinisikan sebagm suaty kesatuan fiskal dan aluntansi

dengan seperangkat alun yang berimbang sendiri didalam rangka

mencatat kas dan sumber keuangan lainnya, bersama-sama dengan
seluruh kewajiban vang terkait dan saldo atau hak bersangkutan vang

masih tersisa dan perubahan didalamaya, yvang dipisahlan  untulk

tpuan melaksanakan aldivitas khusus atan mencapai tujuan tertentu

gesuai dengan peraturan, larangan atau batasan”,'”

Dari prinsip 2 vang telah dikemukakan sebelumnya jelaslah bahwa dalam
pengorganisasian  dan  pengoperasian  sistern  akuntansi  pemerintahan  haruslah
didasarkan pada akuntansi dana. Dana vang dimaksudkan di sini merupakan suatu
kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki sebwmpulan rekening (zer of account)
untuk mencatat kas dan sumber-sumber lainnya vang bersifal saling berimbang unfuk
melaksanakan suatu fujuan tertentu yang diatur oleh peraturan atan ketentuan-
ketentuan lainnya

Secara garis besar dana-dana yang terdapat dalam aluntansi pemerintahan
dapat dibagi menjadi 3 kelompok terdiri dari Dana Pemerintahan (Governmentai
Funds), Dana Pemilikan (Proprietary Funds) dan Dana Kepercayaan (Fiduciary
Funds). Kelompok dana ini dapat dibagi menjadi beberapa dana lagi seperti tampak

dalam tabel 3.1 berikut :

W Brwan Dk, Op. cit., hal 19
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Tabel 3.1

Kelompok Dana Akuntansi Pemerintaban

Dana Pemerintahan Dana Pemilikan Dana Kepercayaan
1. Dana Umum 1. Danausaha Dana Perwalian
2. Dana Pendapatan 2. Dana Jasa Infern
Ehusus

3. Dana Pemupukan Modal
4, Dana Pelunasan Hutang
5. Dana Penetapan Khusus

Dana-dana tergebut akan diwraikan sebagai berilut :

Dana Pemgrintahan {Governmental Funds)

1. Dana Umum (General Fund)
Merupakan dana vang dipakai untwk membulukan transaksi-transaksi keuangan
yang tidak dapat ditampung dalam dana khusus. Dana ini dibentuk untuk
membiayai kegiatan normal suaty unit pemerintahan dalam rangka memberikan
pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat, Oleh karenanya jenis
dana ini harus ada dalam suat: unit pemeriniah, yang berbeda deng::m dana
lainnya, vang pembentulannya tergantung pada kebutuhan (di Indonesia,
anggaran rutin bisa disamakan dengan dana umum).
2. Dana Pendapatan Khusug (Special Revenue Fund)
Merupakan - dana yang digunakan oleh pemerintah unfuk mempertanggung-
jawabkan penerimaan sumber-sumber keuangan yang ditujukan unfuk aktivitas

tertentu. Dana ini dibentuk apabila terdapat pembatasan (restriction) sumber
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keuangan yang ditentukan oleh hukum atan perjanjian lain.
Dana Pemupukan modal (Capital Project Fund)
Merupakan dana  yang  dibentuk nleh_ spaty  unit  pemerintah  untuk
mempertanggungjawabkan  sumber-sumber kenangan yang digunakan untuk
memperoleh fasilitas (aldiva) modal melalui pembelian atau pembangunan,
sumber keuvangan dana ini biasanya berasal dari hasil perjualan (pengeluaran)

hutang obligasi, transfer dari dana lain, pendapatan investasi dan bantuan dari

pemerintah pusat.

. Dana Pelunasan Hutang ( Debt Service Fund)

Merupakan  dana  yang  dibentuk  untuk  mempertangeungjawablkan
pengakumulasian sumber-sumber yang  akan digunakan untuk pembayaran pokok
dan bunga hutang jangka panjang umum. Sumber keuangan dana ini biasanya
berasal dari penetapan pajak, transfer dari Dana Umum, Dana Pemupukan Mud.aj
atau dana lain, dan pendapatan investasi.

Dana Penetapan Khusus (Special Assesment Funds)

Merupakan dana yang membukukan pembelanjaan pembangunan kepentingan
umum yang menyanghut kepentingan pemilik sekitarnya. (dana ini telah dihapus

berdasarkan GASB-6 talun 1987).

Dana Pemilifan (Proprietary Fundg)

1.

Dana Usaha (Enterprize Fund)
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Merupakan dana yang dibentuk untuk mempertanggungjawabkan segala altivitas
keuangan pemerintal layaloya perusahasn komersial dimana pemakai barang
atau jasa ymu_r; dihasilkan adalah pu&nmninim.'h itu sept!iri a-lmn masyarakat umuom.
Sumber keuangan dan aktivitas dana ini sama dengan yang terdapat dalam
perusahaan komersial,

Dana Jasa Intern (Jrternal Service Fund)

Dana ini dibentuk untuk memperianggungjawabkan layanan perlengkapan
(menyediakan keperluan) barang atau jasa dalam unit pemerintah teragbut ata
kepada suatu pemerintah lain. Sumber daya kenangan dan .nktiuitas yang
dilakukan dalam  dana ini sema dengan yang terdapat dalam perusahaan

komersial.

Dara Kepercayaan (Flduciary Funds)

Dana Perwalian (Trust and Azency Funds)
Merupakan dana yang dibentuk untuk membulukan kekayaan yang diluasalan
kepada  pemerintah, yang bertindak wbﬂgai. wali (dgency) perseorangan,
organisasi swasta dan unit pemerintah lain.

Dasar pencatatan aluntansi untule dana-dana tersebut di atas tidaklah sama

semua. Adapun dasar aluntansi vang digunakan dalam akuntansi dana  untuk

mengulur posisi keuangan dan hasil operasi adalah sebagai berikut -

a. Dana Pemerintahan (Governmental Funds)
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Pendapatan dan belanja harus  diakui dengan  basis akrual modifikasian.
Pendapalan diakui pada periode akuntansi dimana pendapatan  terulow  dan
lersedia. Belanja harus vlrliﬂJmE dalam p?l'iﬂda -ﬂil:untmsi dunana hutang terjadi,
kecuali hutang jangka panjang dan bunga yang belum jatuh tempo harus diakui
pada saat jahih tempo.

b. Dana Pemilikan { Proprietary Funds)
Pendapatan dan  biaya harus diakui dengan basis akrual. Pendapatan diakui pada
periode dimana terhimpun (earned). Biaya harus  diakui pada periode dimana
terjaci {digunakan untuk memperoleh pendapatan),

¢. DanaKepercayaan (Fiduciary Funds)
Pendapatan dan biaya alau belanja diakui dengan basis sesuai dengan tujuan
pengukuran  aluntansings. Dana Trust Non Belanja dan Dana  Pensiun
menggunakan basis alaual. Aktiva dan hutang Dana Perwalian diakui dengan

basis alynal modifikasian.

3.3.3. Siklus Akurtenst Dana Umum (General Fand)

Dana umum biasanya ada uniuk sepanjang umur kegiatan unit pemerintahan,
Untuk memberikan gambaran secara umum fenfang mekanisme siklus aluntansi yang
terjadi dalam Dana Umum, maka perlu diberikan ilustrasi bagaimana pencatatan serta

laporan-laporan apa vang ada pada Dana Umum lain.

A. Pencatatan Transaksi Oana Ui

Dalam Dana Umum terdapat 2 kelompok perkiraan yaitu rekening anggaran




(Budgetary Accounts)  yaitu perkiraan-perkiraan unfuk  mencat

kondisinva (misalnya rekening angearan pendapatan, angearan bzlanja) dan 1:-;;l:en1'n5
pemilikan {Prq::—lr:'emr_v Accounts) yaitu untuk mencatat semua perkirman vang
memperiihatkan kondisi keuangan vang sebenamya dan hasil operasi (misalnva
rekening kas).

Berikut diberikan ilustrasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam Dana
Umum, Kegiatan Dana Umwn svatu unit pemerintahan dimulai pada saat
dizstyjuima  anggaran {Budzes). Setelah ditetapkan anggaran pendapatan dan
angearan belanja untuk suatu tahun angearan oleh pemerintah dan Deawan Perwakilan
Ralvat maka ancearan vang telah ditetapkan terszbut akan dicatat -

Aneoaran pendapatan ....ccccvciiiieniininenieiene. AR
Angearan belamys . iiiiiiiiean XX
Saldoodans oo e

Jummal ini unhuk mencatal penetapan anggaran pendapatan dan belanja untuk
tzhum anggaran tersebut, jika ferjadi perubahan penetapan besamya ongearsn
pendapatan mzupun anggaran belanja (misalnva baik anggaran pendapatan maupun

anggaran belanja kedua-duamya bertambah), maka perubahan ini harus dicatat :

Anggaran belamja ......ccciiiiiiiiiieii i, KX
TR D M R A N R - 4

Jumal ini untule mencatat penyesuaian anggaran, dimana jumlsh yang dicatat
adalah sebesar jumlah penyesualan anggaran pendapatan dan anggaran belanja

Rekening saldo dana dalam jumnal i digunaken unfuk mencatat besarmya selisih
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antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja unfuk talun anggaran yang
bersanghkutan.

I_tem—i’rem yang Imemp;dcan komponen anggaran pendapatan yang telah di
Jumal tersebut harus dicatat dalam buku pembantu anggaran pendapatan, misalnya :
Debit peckiraan-perkiraan Angearan pendapatan :

Pajak kebayaan umim .....c.ccoiiiimiiiiin . XXX

Bunga, denda PRIBK .....ccoviiiiiiiinisnioiisiiiasisenin AKX

Rl Bl e uissn s s TR

Bagian pajak pendapalan .....cociviiviiiininnenne ARA

Jumlah item-item angearan pendapatan vang dicalat dalam Buku Pembantu
Angearan adalah sebesar anggaran pendapatan yang telah ditetapkan tadi. Selain itu
dalamm Buku Pembantu Anggaran Belanja harus dicatat item-item belanja dengan
mengkredit rekening-rekening anggaran biaya :

Dimas Kesehatan .....ccccoviciiimiiiinnnisninsiinsss AAK
Dinag Paternaltan ..o ivininnnisimsmsnisinss ol
Kezejahteraan UM .....ccovvvveiiimmrmmrrrsrrmsmrrensen Ak
Pl LRI oo rvamonnrr ppessevarsmtuassnnomspanmsnrane:  Sedbdh

Total jumlah untuk item anggaran biaya ini dicatat sebesar anggaran belanja

yang telah ditetapkan.
Setzlah pemerintah menetapkan jumlah pajak yang akan ditagth untuk tabm

anggaran fersebut, maka penetapan pajak i dicatat :




Piutang pajak-talun berjalan ...oovvvveiiiniinnnnne W
Cad. Pajak talun berjatan tak tepaeil L, XXX
T o e U . 0

Jurpal ini untek mencatin pepetapan pajak. dan I‘r.;i;wuiilg Cacangan Pajak
idmn berjalan  tak  teragih  disediakan  untuk  mencatat  komgian pagak vang
diperkiralan tak terfagih waul (hun wiggarm tersebut. Dalam penetapan pajak ini
periu dibuatkan bulw pembanty dengan mencatat perkiraan-perkiraan wajb papak
sampai sejumlah penetapan pajak setelah diburangi jumlal eadangan pajak tahun
berjalan yang tak tertagih, dan kredit pajak sebesar penetapan.

Jwrnal untule mencatat pendapatan lain-lain, sebagai berilaut

Cad. Piutang tak tertagih  .....ooovvviiiiiin KA
Pendapatan ..o AAK
Jurnal unfuk mencatat pendapatan yang langsung diterima, yang tidak

dibukukan dulu -ssbagai putang (secara akrual) sehingga merupakan penerimaan
pendapatan s2cara funai, dicatat sebagai berilaut:

Ka$ rERFEdi A FBd S EEEANIUERIE R FRN R PR R P AR R PRSI BT EA x:{x

Untuk membukukan pendapatan tunai ini dibulukan dalam Buku Pembantu
dengan mengkredit perkiraan-perkiraan yang merupakan komponen pendapatan
tunai, misalnya izin kendaraan bermotor, denda pengadilan, hasil sewa, bunga

simpanan dan lain-lain sebesar nilai pendapatan funai ini.




e —
——————

Unfuk pengendalian anggaran, jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan

ticjgk boleh dilampani, sehingen setiap melakukan pesanan untuk membeli suatu
]Hflﬂlﬁiﬁlmﬂ: peralatan atau barang inventaris lainnya perlu dibul;tﬂmn terlebih
dahulu  dalam cadangan/provision untuk mencatal pengeluaran yang masih “di dalam
proses” dengan mengeunakan rekening encumbrances yang akan mengurangi
appropriation. Transaksi ini dijurnal sebagai berikut ;

Encumbrances ... XXX

Cad. Encumbrances .......cooooviiminimmiinian. XXX

Selanjutnya sebelum melakukan pembayaran, biaya pesanan harus dicatat

dulu sebapai biaya dengan jumal :

211 A bl S e P el P g B R B
Voucher payable .. ..., XXX

Jurnal ini unfuk mencatat penerimaan barang yang dipesan, dan dicatat
sebesar nilai barang itu. Kemudian pada saat pembayaran harga barang tersebut akan
dicatat :

Voucher payable ........cc.cocmviiencitiinn,. XXX

Pembukuan terhadap transalkei penerimaan  piutang, baik pistang pajak

| maupun piutang selain pajak dijurnal sebagai bertut :

P“:,HE fappEEimmnanEid s EEsEmsanmunwidiadd FAIFIIEAT LA RAR A }ix:{
Piutang payak .......occeveciveiscsne e XXX



Pembukuan pajak yang felah jatuh tempo, apabila pada waktu hari terakhir

pembayaran pajak yang telah ditetapkan wajib pajaknya tidak membayar, maka akan
timbul tunggakan pajak bunga dan denda pajak, dicatat sebagai berikut

Pintang pajak-tunggakan ........................... XXX
Piutang pajak — tabun berjalan ., _.................... XXX

Dua jumnal yang harus dibuat unfuk memindahkan Cadangan Pajak tunggakan
sebagai berikut :

Cad. pajak tahun berjalan tak tertagih ............ XXX
Cad. Pajak tertunggak vang tak tertagih ............ XXX

Jurnal untuk mencatat penghapusan tunggakan pajak dapat dicatat sebagai
berikout :
Cad. Pajak tertunggak yang tak tertagih .......... AXX
Piutang pajak tungeakan .........ccooveevvevennnnn. AKX

Jumal penerimasn tunggakan pajak, jurnal ini dibvat untule membubukan
penerimaan dari pajak yang tertunggak serta denda dan bunga pajak tertunggak

tergebut :

Piutang pajak — tunggakan ......o.civieinnimianieen ARX
Pendapalit siinoais s AR

Jurnal-jurnal yang diberikan ini merupakan beberapa contoh transaksi yang

terjadi dalam pembulman pada Dana Umum.




B, Laporan Ngumgan Daria i

Sebagaimana halnya dalam siklus akuntansi pada perusahaan komersial, maka
pada slamtansi pemeriniahan sebagai pertanggugjawaban atas pelaksanaan anggaran
selama suat tahun anggaran dibuatkan laporan kevangannya.

Laporan keumngan akhir tahun pada Dana Umum terdiri dari beberspa laporan
vang meliputi :

“ - Neraca (Balance Sheat)

. Analisa Perubahan Surplus Yang Tidak Diappropriasi (Aralysis of
Change in —Unappropriction Surplus).
- Laporan Pendapatan dan Taksasi dan Realisasi (Sratement of
Revenue Estimated and Actual)
- Laporan Biaya, HKomitmen dan Appropriasi  (Sratement of
Aporapriation, Expendinires and £ neumbrancesy".”
1} ferace (Belance Sheét)

Pada prinsipnva pos-pos yang terdapat dalam neraca ini sama dengan yang
terdapat dalam neraca perusahaan komersial, yang membedakan adalah komposist
pos-pos yang ada dalam sisi aktiva pada neraca peruschasn komersial dapal terdiri
dari aldiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain, sedangkan pada neraca Dana
Unumn altivanva hanya terdiri dari altiva lancar saja Selain itu, sisi pasiva juga
sedikit agak berbeda dengan yang terdapat pada perusahaan komersial kimsusova
yang memyanghul rtang, di mana hutang yang terdapat pada neraca Dana Umum

hanya terdiri dari Hutang lancar saja tanpa memasukkan hutang jangka panjang.
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Untuk memberikan ilustrasi laporan kevangan akhir tahun Dana Umum yang

melipuli Neraca, Analisa Perubahan Surplus Yang Tidak Diappropriasikan (Analysis
of Change in Unappropriation Surplus), Laporan Pendapatan ;Tll]'iﬂi'tlii dan Realiﬁu-sr'i
(Statement of Revenue estimated and Actual), dan Laporan Biaya, Komitmen dan
Appropriasgi (Sratement of Avpropriation, Expenditwes and Encumbrances), penulis
mengutip laporan-laporan keuangan tersebut dari buku Pengantar  Aluntansi

Pemerintahan karangan Knstadi Arinta. Berikut diberikan ilustrasi neraca Dana

Unum.
Tabel3.1
Pemerintah Kota 55 - Dana Umum
Neraca AKhir Tahun Angraran
Tel 31 Desember 199X
AKITY, HUTANG, CADANGAN & SURPLUS
Hufang :
w T R XX | - Hutang Voucher ......ccccoininances XX
- Plutang pajak .....c.ovivinee XX - Utang pada Dana Lain .........oueens Jﬂ{
- Cad, Tunggakan Pajak ...... 9,4 - Utang Obligasi yang Jatuh Ttnqm
XK | - Utang Bunga yang Jatuh Tempo ..
- Piutang Bunpa dan Denda - Pajak diterima dimuka ............... E'j
]| P — XX T — XX
. Cad. Bunga dan Denda .... XX - Cad. Encumbrances ................ XX
XX | - Surplus (fund balance) ......c.cov XK +
- Piutang lain-lain ......coeeeeeneen 2K +
# 0.4

2) Aralisa Perubahan Surplus yang tidak diapproproasi
Analisa Perubahan Surplus Yang Tidak Diappropriasi (fund balance)
merupakan analisa yang berisi laporan naik turunya saldo dana yang ada pada setiap

akhir tahun anggaran, ilustrasi laporan tersebut dapat diberikan berikut ini ;




TABEL 3.3

Pemerintah Kota 88 = Dana Umum

Analisa Perubahan Surplus yang tidak

Diapropriasi tahun anggaran 199X

- Taksasi Realisas Realisasi Lebih
{A) {B) Kurang (A - B)
« Saldo Dana awal falun XX XX XX
- Pendapatan .......... K XX b 4
Jumlah salde dana dllu
Penambahanya ........... p. 8.4 XX =X
Dikurang :
w7 RN s ocnsscsmoni s 4 XX b4, 4 XX
- Cadanpan Encumbrances .94 . 9.4 9.4
Jumlah Pengurangan 200 L 9,
. Sm‘plus vang tidak diapro-
priasi (salde dmmjpnda -
akhir tahun .........ovee XX XX p.8.4

3) Laporan Pendapatan, Taksasi dan Realisasi

Pada dasarnya laporan ini berisi tentang perbandingan jumlah anggaran yang
telah dianggarkan dengan realisasinya, yang meliputi jumlah anggaran pendapatan
vang dianggarkan, dengan jumlah yang terealisir dan dapat dilihat selisih lebih atau
selisih kurangnya dalam laporan ini.

Laporan ini penting unfuk penyusunan anggaran pendapatan untuk tahun
anggaran berikutnya, sehingga dapat diperoleh perhitungan anggaran yang cerma

dan teliti. lustrasi laporan ini dapat diberikan berikut :




Tabel 3.4

Pemerintah Kota 58 = Dana Umum

Laporan Pendapatan - Transaksi dan Realisasi

Tahun Anggaran 199X
Sumber Pendapatan Taksasi Realisasi Selisih lebib
Pendapatan Pendapatan kurang
- Pajak
-  Kekayaan Umnuim XX XX XX
- Bunga dan Denda XX 4,1 xX
Jumliah Pajak .............. NX XX XX
- Lisensi dan Perizinan :
- Kendaraan Bermotor XX XX XX
- Izin Lain-lain b 9.4 . XX XX
Jumlah Lis. Perizinan ..... XX XX XX
- Denda dan Sita
- Denda Pengadilan XX XX XX
- Sita lain-laimn HX XX XX
Jumiah Denda dan Sifa ... X wx XX
- Hasil Pelayanan .. XX XX KX
- Hasil dari Pihak Lain ........ XX P 9.4 2X
Jumlah Pendapatan .... p. 9.4 9.4 AX

4) Laporan Biaya, Komitmen dan Appropriasi (Statement of Appropriations,

Expenditures and Encumbrances)
Laporan ini pada dasamya merupakan laporan yang membandingkan
pengeluaran/anggaran belanja dan encumbrances dengan appropriasi sebagai rincian
lebih lanjut dari neraca dan analisa perubahan surplus yang tidak diappropriasikan

Berikut diberikan ilustrasi terhadap Laporan Biaya, Eomitmen dan Appropriasi :
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Tabel 35 .
Pemerintah Kota §5 - Dana Umum
Laporan Perbandingan Biaya dan Cadangan
Biaya dengan Appropriasi Tahun Angg. 199X

Fungsl, Organlsasl, Sifat dan Appro | Biaya | Saldo yg | Encum- | Saldo yg
Obyek priasi tidalk brance | fidak
dibelanja diencum/'di
kan encum lebil
KEAMANAN UMUM :
- Dinas Eepolisian :
- Biaya Rulin :
- Persoml .......oociiiaiias XX p, 9.4 XX | . .9 BiEY
- Komirnk .. ... ... T i P . g | M wE
Material Sipins ... | X% 1 XX [ X | X XX
Tundaly Bdarva Tuin ] r 5. S LY XK i .4
- [Yurany hModal 'i
« Peralatan ....oooviinnns b g, o, S % Bx ¥
S5 X 1 L4 F. 9.4
- Dinas Pemadam :
Eebakaran
- Biaya Eutin
=Personll ....cocivivenneens XX X XX XX XX
- Kontrak ....... R KX K X K XX
- Material/Suplus ........ XX 30 .84 XK E
Tumniah Bizya Rufin XX XX XX XX XX
- Barang Modal :
- Peralalan ......ooceeeees XX XX XX XX 2
0.4 9.4 EX XX XX
PEMERINTAHAN URUM
- Jalan Raya XX XX XX XX XX
- Eehersihan Kota X XX XX XX XX
- Kesehatan XK XK XX KX XX
- Kesejahteraan Umumn WK XX XX XX XX
- Perpustakaan XX XX XX XX XX
- Bunga Pinjaman XX XX XX XK ;9.4
- Pelunasan Obligasi XX XX XX XX K
Jumlgh Total ..........c.... XX | XX X XX £ |

Tentang pos-pos yang ada dalam masing-masing laporan seperti yang telah

diilustrasikan dapatish disesuaikan dengan pos-pos yang ada sebenarnya menurut
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keadaan yang ada dalam unit pemerintahan tersebut, tanpa menyalahi ketentuan yang
haruz tercalup dalam masing-masing laporan lersebut misalnya dalam kelompok
aktiva  semua aldiva lancar baik it uang kas, pitang pajak atau piutang lannya

maupun aktiva lancar lainnya vang dimiliki oleh unit pemerintahan tersebut.,

3.4, Sistem Pembukuan Keuangan Negara dan Kenangan Daerah
3.4.1. Sistem Pembukuan Keuangan Negara

Sebagai akibat dari eratnya kaitan antara aluntansi pemerintahan i‘[en.gan
pengelolaan kevangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran negara, maka
praktis penyelenggaraan  aluntansi  pemerintahan fidak dapat  dipisahkan dari
mekanisme pengurusan  keuangan dan sistem anggaran suati  negara Berbagai
Undang-undang dan ketentuan yang mengatur mekanisme pengelolaan kevangan dan_
sistem negara suafu negara, dengan sendirinya mengikat pula gifat-sifatnyva bagi
penyelenggaraan akuntansi pemerintah di negara ihu,

Sistem aluntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah Pembuluan
fameral atau Sistem Pembuluan Anggeran yang menggunakan Aluntansi Dasar
Tunai dimana dengan dasar ini semua pendapatan  diakui atay dicatat sebagai
penerimaan/pendapatan pada saat pendupaiqn tersebut diterima  secara tunai,
demikian juga dengan biaya/pengeluaran dicatat sebagai biaya/pengeluaran pada saat
biaya dibayar twyal.

Farena Sistem Aluntansi Pemerintahan dicatat berdasarkan pada Aluntansi

Dasar Tupai, dengan demikian bulu-buku yang digunakan dalam pembukuan
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kevangan negara atan pembukuan anggaran adalah buku yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran yag mencatal penerimaan alan pengeluaran. Dalam
: siﬁlallt ini terdapat cara pembukuan EEbﬂgﬂi'hHI‘ikl.ll ] |

a. Pembukuan pada Buku Eas Umum IiBKU}

Tentang tata cara pembuluan dengan Bulu Kas Umum dishw oleh Sural
Keputusan Menteri FKeuangan Nomor : Kep. 332/M/V/9/1968 pasal 1 ayat (2)
dizebutkan bahwa :

“Setiap bendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang

negara harus mempunyai Buku Kas Umum dan mencatat semua

pengeluaran  dan  penerimaan, pencatatan ity dilakukan sebelum
pembukuan dalam buku-bula kepala dan register-register”. '

Berdagarkan ketentuan di atas, maka dalam Buku Kas Unum dicatat semua
penerimaan/pengeluaran, dengan demikian selurub transaksi-transaksi keunangan
negara nampak dalam Bulu Kaos Umum. Atey dapat dikatakan bahwa Bulu Kas
Umum merupakan alat kontrol wama dari pelaksanaan kegiatan pengurusan
keuangan negara Penyelenggaraan BEU haruslah benar dan teliti agar dapat
mencerminkan pencatatan penerimann dan pengeluaran yang dapat dipercaya
Transaksi penerimaan dan pengzluaran keuangan negara gelain terjadi melalu kas
(tunai) juga dapat melalui bank/giro pos, maka saldo yang terdapat pada BEU

harus meliputi juga kedua transaksi yang melalui kas tunai dan yang melalm

bank/giro pos. Dengan demikian jumiah vang atan saldo BEU  merupakan saldo

) Tim Penvusun, Biuge Fe :
Eeuangon, Kumia Esa, Jatarts, 1983, hal, 115.
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gecara keseluruhan baik salde vwang yang merupakan vang tunai (termasuk kertas-
kertas berharga) maupun galdo bank.

Disamping BEU, dibuat pula Buku Kepala {BKP}II per jenis kegiatan.
Pencatatan kegiatan ke dalam BEP baru dilaksanakan setelah dibububkan/dicatat
ke dalam BEU. BEP dibuat unhi mengetahui realisasi keuangan dari masing-
masing kegiatan dan berfingsi sebagai alat kontrol terhadap BEU. Saldo total
dalam BEP harus sama jumlahnya dengan saldo BKU pada saat yang sama.
Adanya BEP, dapat mempermudah pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),
terutama untuk anggaran rutin yang BEP-nya didasarkan atas masing-masing
mata anggaram,

Sebaga alternatif  yang laim  untuk mencatat  kegiatan
penerimaan/pengeluaran kas, dapal dipakai Buku Kas Umum Tabelaris (BKUT)
sebagai pengganti dari Buku Kepala (BEF) dan BEU. BEUT ini dapat digunakan
apabila jumlah kegiatan per mafa anggaran tidak banyak sehingea BEP yang ada
dapat dirangkum ke dalam BEUT. Dengan demikian, BEUT mempunyai kolom-
kolom yang terdiri dari BEP per mata anggaran.

Adapun keuntungan menggunakan BEUT yaitu : semua penerimamn /
pengeluaran dan saldo dana per kegiatan dapat dilihat sekaligus dalam BEUT,
gelain ity BEUT tidak memerlukan Buku Kepala karena kolom-kolom yang ada

dalam Bulu Kepala sudah tercantum dalam BKUT, sehingga lebih praktis dan

efisien
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b. Pembukuan pada Buku Bank/Buku Giro Pos
~Semua penerimaan dan pengeluaran haruz dibukukan ke dalam BEU.

Dengan demikian maka transaksi p&mrim:;an dan pengeluaran yangﬂbarasal

dari/ke bank harue dibukukan pula ke dalam BEU, sehingga saldo yang di bank

merupakan bagian dari saldo uang BEKU.

Saldo wang menurut Buku Bank (BB) harus sama dengan saldo menurut
BKU. Tiap mutasi uang di bank harus dicatat ke dalam BE dan setiap kali harus
cocok dengan rekening koran bank. Jadi BB berfungsi sebagai alat pengawas
(kontral) terhadap BEU dalam hal transaksi kenangan yang berhubungan dengan
bank.

Hubungan pembukusn antera BEU dan BB, pada pokokmya akan
mengakibatkan 2 hal berikut ini :

1. Adanya penerimaan/pengeluaran pada bank yang dapat mengubah keadaan
saldo uang yang ada. Penerimasn bank jenis ini adalsh semua penerimaan
pada bank selain setoran dari kas ke bank, dan pengeluaran bank jenis ini
adalah semua pengeluaran bank selain penyetoran uang dari bank ke kas,

2. Adanya pmimamﬂpmgelum bank yang tidak mengubah keadsan ealdo
uang secara keseluruhan, Hal ini terjadi karena adanya penyetoran dari kas
Le bank atau sebalikoya Misalnya uang di kas terlalu banyak sehingga

sebagian harus disetor ke bank, atan uang di kas terlalu sedikit sehingga perlu

diisi dari bank.
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Tata cara pembukuan untuk mencatat transaksi antara kas dan bank, dapat
dilakaanakan dengan dua cara, yaitu:
1. Pembukuan Langsung |

n Untuk jenis transaksi penerimaan/pengeluaran pada bank yang dapat
mengubah  keadaan saldo ueng yang ada, pembulmannya langsung di
debit atau di kredit pada BKU, pada BB, dan bulu-buku kepala,

b, Untuk jenis transaksi penerimaan/pengeluaran bank yang tidak
mengubah keadaan salde vang secara keseluruhan, pembukuannya
dilakukan sebagai berikut :

- Apabila terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank maka BB di
dabit sebagai penerimaan dan BEU di kredit sebagai penyetoran kas.
Penyetoran kas ke bank ini tidak akan mengubah saldo uang secara
keseluruhan sehingga BKU seharuenya tetap tidak berubah. Untuk
itu, maka setoran kas yang merupakan penerimaan bank dalam BEU
akan di debit dengan rekening “Pergeseran Uang pada Bank™ di
gingkat dengan FU-Bank yang berfungsi  unluk  mengimbangi
pengeluaran (kredit) pada BEU. Dengan demikian maka salde BEU
tidak akan berubah.

- Apabila terjadi pengambilan uang dari banl untik mengisi kas, maka
pembukuannya adalah kebalikan dari penyetoran ke bank yang telah

diuraikan di atas.
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2. Pembuluan Tidak Langsung

Pada pa-m!;}uklmn tidak langsung, penerimaan atau pengeluaran bank
tidak langsung dibukukan dalam BKU. Apalhita terjadi pam;-rimam bank,
pertama-tama diangeap sebagai penerimasn kas, kemudian barulah lkas
tersebut disetor ke bank. Demikian pula apabila terjadi pengeluaran bank,
pertama-tama dianggap sebagai pengambilan uang dari bank ke kas,
kemudian dari kas tersebut barulah dikeluarkan.
a. Untik jemis transaksi penerimaan bank yang dapat mengubsh saldo

uang, langlkah-langkah pembukuannya sebagai berilut :

. Pertama-tama dianggap sebagai penerimaan kas. Pencatatannya adalzh
BEU dan BKP masing-masing mata anggaran di debit.

. Kemudian dari kas tersebut disetorkan ke bank. Pencatatannya adalah
BB di debit, sedang BKU di kredit dengan PU-Bank Oleh karena
saldo bank merupakan bagian dari saldo BKU, maka penerimaan bank
akan dicatat pula dalam BKU dengan mendebit PU-Bank.

b. Untuk jenis transaksi pengeluaran bank yang dapat mengurangi saldo
pang, langkah-langksh pembukuannya sebagai berilout :

- Porlama-tuma dianggap sebagai pengambilan vang dari bank untuk
leas. Pencatatannya adalah BB di kredit dan BEKU di debit dengan PU-
Bank sebagai penerimaan lmas. Oleh karena salde bank merupakan
bagian dari saldo kas, make untuk menyesuatkannya BKU juga

dilevedit dengan PU-Bank
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- Kemudian kas yang diterima dari bank tersebut, dikeluarkan sebagai
pembayaran, Pencatatannya adalgh BEU dan buku-buln kepala di
kredit sesua dangan mata ANgEAranya mnsingl—mﬂa-ing.

¢. Untuk jenis transaksi penarimaanfpéngc'luarm bank yang tidak
mengubah keadaan uang secara keseluruhan, maka cara pembuluannya
adalah :

. Untuk menyetorkan uang ke bank, langkah-langkah pembulciannya
gama dengan dalam pembukuan secara langsung yang telah divraikan
di atas (lihat sub b, garis datar 1) - '

- Untuk pengambilan uang dari bank ke kas, cara pembukuannya

pereis sama dengan cara pembukuan langsung (sub b, garis datar 2).

3.4.1. Sisiem Pembukuan Keuangan Daerah

Sehagaimana halnya dengan sistem pengurusan keuyangan negara, maka
pengurusan keuangan dasrah juga terdiri dari dua macam yaitu Pengurusan Umum
(Pengurusan Administratify dan Pengurusan Fhusus (Pengurusan Hendaharawan).
Pengurusan Umum mengandung unsur hak penguasaan gerta memberikan perintah
menagih dan perintah membayar, Pelaksanaan pengurusan ini membawa akibat
pengeluaran danfatan penerimaan daersh. Sedangkan pengurusan khusus mempunyal

kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayar uang atan yang

uang dan  barang milik daersh dan  selanjutuya
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Oleh karenanya dalam pengurusan keuangan daerah dikenal juga otorisator,

ordonator dan bendaharawan, Dalam hal ini otorisator mempunyai kekuasan untuk

L]

bertindak dan mengatur kegiatan di segala bidang vang menyanglut penerimaan dan

pengeloaran daerah. Sedangkan ordonatur berwewsenang untuk mengawasi segala

tindakan atau kegiatan yang dapat menyebabkan penerimasn atan pengeluaran

daerah. Sedangkan bendaharawan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima,

menyimpan, membayar atay menyershkan uang daersh, surat-surat berharga dan

barang-barang milik daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dasar hulum yang mengatur pelaksanaan  pembuluan/sluntansi  kenangan

daerah di Indonesia antara lain *

L.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.

Peraturan Pemerintsh Mo, 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Perghwan Pemerintah Mo. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Taia Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitmgan APBD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1974 dan No. 2 Talun 1996
tentang Pelaksanaan APBD dan penysmpumazgn.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman
Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negerl No. 000-099 Tahun 1980 tentang Manual

Administrasi Keuangan Daerah
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Pengertian pembukuan keuangan (anggaran) daerah dalam arti sempit adalah
pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran
daerah untuk suatu tahun anggaran. Sedangkan dalam m‘t.i luas, pembulman keuangan
(anggaran) daerah adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administratif
dan pengurusan kebendahsrawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan/atan
berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang termasuk juga
pelaksanaan fugas-fugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk
gatu tahun anggaran. ‘

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tata pembukuan
keuangan (Aluntansi anggaran) daersh dalam arti luas meliputi pencatatan padsa :

2 Semua register dan buku-buku sebagaimana diatur pada Bab Il PP. No. 6 tahun
1975.

b. Buku Kas Bendaharawan, buku-buku pembantu dan register-register sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

c. Bulu penerimaan sejenis dan Buku Pengeluaran per-pasal serta register-register
yang dibutuhkan pada dinas-dinas/Unit Kerja Daersh yang mengurus pendapatan
Daerah dan melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban APED.

d Bukn-buku yang digunakan oleh Bandaharawan Barang.

Dengan demikian tata pamhulman keuangan (akuntansi anggaran) daerah
dalam arti luas dilaksanakan oleh :

a Biro/Bagian Keuangan, dalam hal ini Bagian/Sub Bagian Anggaran,

Perbendaharaan dan Pembulouan
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b. Dinas-dinas/Unit Kerja Daerah yang mengurus Pendapatan Daerah dan

menguasai Bagian/Pos Anggaran Belanja daerah.

" ¢. Pemegang Fas Daerah dan Bendaharawan lainnya,

Sedangkan buku-buku dan register-regiaster yang digunakan dalam

melaksanukan tata pembukuan keuangan pada ke tiga bagian tersebut antara lain -

a. Biro/Bagian FKeuangan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)

12)

13)

B

B.I
B.Il
B.II -
B.IV
B.V
B.VI
B.VII
BVIIa
B.VIIL
B.IX
B.X

B.XI

14) B.XI

15)

B.XIII

Repister Sural Keputusan Otorisasi (SKO).
Register Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
Register Uang Untuk Dipertanggungjawablan (UUDP).
Register Daftar Pembuluan Administratif
Buku Besar Penerimazn.
Bulu Besar Pengeluaran.
Daftar Uang Yang Diberikan untuk keperluan tertentu
Register Surat Penagihan.
Register Surat Penagihan Berulang.
Registor Pemberian Uang Muka (Persekot).
Bulm Kas (Penerimasn dan Pengeluaran).
Syrat Perintah Membayar Uang,
qurat Permintasn Pembayaran UUDP Untuk Pembayaran
Se-lalma Bulan ..... 20...
Daftar Penguji.

Daftar Pembuluan Administratif

I —— U T e s oo A
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16) BXIV  :  Surat Penagihan.

17) BXIVa : Surat Penagihan Berulang, ,

18) B.XV Daftar Kutipan - Buku Besar Penerimaan Akhir Triwulan
ke......20.... |

19) B.XVI : Daftar Kutipan Buku Besar Pengeluaran Akhir Triwulan
s SR | ISR

20) BXVII  : Perhitungan Kas Triwulan .........20........

b. Dinas-dinas/Satan Eerja

1)
2)
3
4)
5)
6)
7
8)
9)

Bulu Penerimaan Sejenis Per ayat,

Bula Produksi.

Buku Penjualan

Bulku Pengeluaran per pasal

Buku Pengawasan Kredit.

Register Pemeliharaan,

Register order/Surat Pesanan/ SPE/Kontrak
Register surat-surat penawaran.

Register Berita Acara Kemajuan Fisik.

10) Register Berita Acara Penerimaan/Serah Terima Barang.

11) Register Pengajuan Penagihan lewat Bendsharawan

12) Kartu Pegawal.

13) Daftar Pegawal Harian Tetap.
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¢. Pemegang Kas Daerah (Bendaharawan Umum)

Contoh-contoh yang dipergunalcan pada Pemegang ¥as Daersh (PED) hanya

contoh B.IX (Buku Kas Penerimaan dan Pengzluaran).

Bendsharawan Lainnya
1}  Model Bend. 1
2) Bend. 2
3) Bend 3
4) Bend 4
5) Bend. 5
6) Bend. 6
7)  Bend 7
8) Bend 8
9y Bend 9
10) Bend. 10
11) Bend 17
12) Bend |
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Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayacan.
Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap
(Anggaran Rutin dan/atan Pembangunan)
Surat Permintaan Pembayaran UUDP (Ruwtin dan
Pembangunan)).
Daftar Rincian Rencana Penggunasn UUDP (Rutin
dan Pembangunan).
Pengesahan gisa UUDP Rutin,
Pengesahan Sisa UUDP Pembangunan. |
Register SKO.
Register Surat Permintaan Pembayaran
Register SPMU.
Bulm Kas Umum (BKU) Daerah.
Bula: Simpanan Bank.
E “=ngeluaran per pasal.
T mbanty Per komponen biaya.
JJar.

/PP




16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)

Bend, 16

Bend. 17

Bend. 18

Bend, 19
Bend. 20
Bend. 21
Bend. 21 a
Bend. 22
Bend. 23
Bend. 24
Bend. 25
Bend. 26
Bend, 27
Bend. 28

Bend. 29

Bulu Penerimann Sejenie.

Surat Tanda Setoran.

Bulos Barang (inventaris).

Buku Barang (Pakai habiz),

Buku Pengadasn Barang,

Buku Penerimaan Barang,

Bulu Pengeluaran Barang,

Buku Eartu Piutang,

Fartu Persediaan Piutang,

Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal.
Daftar Penenimaan dan Pengeluaran UUDP.
Tanda Bukti Penerimaan.

Daftar Barang Inventaris dan Mutasinya
Daftar Barang Habis Pakai dan Mutasinya

Laporan Realisaci Pengadaan Barang/Tasa.

47
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BAB IV
DOUBLE ENTRY SYSTEM SEBAGAI
ALTERNATIF PENCATATAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PADA PEMDA TINGKAT Il KABUPATEN BANTAENG

4.1. Tata Pembukuan Anggaran pada Pemerintahan Dacrah Tingkat II
Bantaeng

Istilah Akuntansi Keuangan Daerah belum banyak digunakan dalam dasar
hukum (Tegal basic) pelaksangan pembulkuan keuangan daerah yang telah disebutkan
gebelumnya, dan yang lebih familiar adalah istilah Tata Pembuluan atau Tata Usaha
Keuangan Daerah yaitu merupakan pencatatan seliap pengurusan keuangan daerah
yang dilalukan oleh otorisator, ordonatur maupun kebendaharawanan (comptabel)
yang berakibat terhadap bertambulyberkurangnya  kekayaan daerah, termasuk
pelaksanaan fugas transitoris, Istilah aluntansi lebih menitikberatlan pada kegiatan
yang mengandung unsur pengelompokan dan analisis, sehingga dapat menyajikan
informasi yang lebih lengkap dan tepat bagi manajemen Keunngan Daerah.

Sebagaimana diketalui  bahwa sistem  pembukuan yang dianut  dalam
pencatatan keuangan negara mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke tingkal
pemerintahan daerah ke bawah menganut sistem pencatatan/pembulman anggaran
(Sistem Kameral) yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Dasar Tunai {Cash Basis
of Accounting), yang berarti bahwa pendapatan dicatat dalam periode diterimanya

pendapatan dan  pengeluaran dicatat dalam periode pengeluaran  tersebut

dilaksanalan.
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1. Pengurusan Kebendaharawanan

Penguruzan inj I:ln&nmjnl-:kml arus uang dan arus barang vang dipegang oleh

Bendaharawan Uang  dan Bemiahnmwnnlﬂm.mu S e e

berkaitan dengan arus dokumen yang meliputi :

#) Pengajuan SPP kepada ordonator berdasarkan SKO vang diterima oleh
Bendaharawan,

b) Surat Tanda Setoran atas pendapatan Daersh yang diterima oleh Pemegang
Kas Daerah dan Bendaharawan Khusus penerima dari wajib pajak/wajib
bayar.

¢) Bukti-bukti pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah (dalam hal ini
uniuk pengeluaran pada Pemegang Kas I}aérah} adalah SPMU asli yang
diajukan oleh yang berhak, sedangkan pada Bendaharawan UUDP adalah
kwitansi/faktur dan lain-lain,

d) Lembaran Bulu Kas Dasrah beserta lampirannya disampaikan oleh Pemegang

/

Kas Daerah kepada Biro/ Bagian Kevangan.

—

g) Daftar Pertangzungjawaban disusun/dibuat  olsh Bendaharawan dan
disampaikan kepada Biro/Bagian FKeuangan.
f} DBerita Acara Mutasi Barang, Laporan Retribusi, dan lam-lain.

Sedangkan dalam pengurisan ans uang (flow of money) terdapat dua ars

penguruzan yaitu :

a) Arus Uang Masuk ke Kas Daerah terdiri dari :

____—_r
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¥ Penerimaan dar; Pemerintaly Alasan berupa penerimasn subsidi.

» Penerimasn berupa Surat Tanda Setoran dar

Bendaharawan I‘:hl_mt.?._ Penerima berupa satoran -dart pendapatan yang
diterimanya dari para wajib pajakiwajib bayar.

- Bendahavawan UUDP berupa setroran sisa UUDP.

Pihak ketiga berupa permbayaran pajalo/retribusi dari wajib pajak.
b) Arus Uang Keluar Dari Kas Daerah terdiri dari -
Uang-uang yang keluar dari Kas Daerah harus didasarkan atas SPMU baik
Beban Tetap manpun Beban Sementara ¢
# Pengeluaran uang kepada Bendnharawan UUDP dan Bendaharawan Gaji,
untuk  selanjuinya  dibayarkan kepada yang berhak. Bendaharawan
pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) yang selanjuluya me lakukan
pembayaran kepada yang berhak.
% Pengeluaran vang kepada pihak ketiga yang telah dilakukan dengan
SPMU Beban Tetap.
Seperti telah dijelaskan di aias bahwa gelain terdapat pengurusan arus uang

dan arus dolammen oleh Bendaharawan, juga terdapat arus barang yang diurus

oleh Bendaharawan Barang yang dapat berupa :

a) Penerimaan barang oleh Rendsharawan Barang dari pihak rekanan, yang

berasal dari pengadaan,

b) Penerimaan barang oleh Bendaharawan dari piliak lain.
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¢) Penyaluran barang dari Bendaharawan Barang kepada pihak yang
| bersanglaitan atas perintal/kuasa ordonator barang atan pejabat yang ditunjuk
olehnya dan dengan diketatin oleh Atasan l;.ﬂngsung Bendaharawan. |

d) Penerimaan barang pada unit pemakai.

Sebagaimana halnya dengan siklus anggaran dalam APBN, maka dalam sildus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) terdiri atas beberapa tahap yaitu :
1) tahap penyusunan Rancangan APBD, 2) tahap pengesahan APED, 3) tahap
pelaksanaan APBD dan  4) tahap pertanggungjawaban APBD. Dari keempat tahap
tersebul, maka yang menjadi obyek pencalatan bagi akuntansi adalah tahap
pelaksanaan APBD kimsusnya yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporaniya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnyn, bahwa tata pembukuan  keuangan
(anggaran) mempunyai dua pengertian vaitu pengertian dalam arti sempit dan
pengertian dalam arti luas. Berdasarkan pada kedum pengertian tersebut dapat
dikntalan bahwa sistem pembulman anggaran pada pemerintah daerah merupalian
sistern pembukuan yang diselengzarakan oleh Biro atau Bagian Keuangan Daerah,
Dinas.dinas/Unit Kerja Daerah yang mengurus pendapatan dacrah dan menguasal

bagian/pos anggaran belanja daerah serta Pemegang Fas Daerah (PED), dan

Bendaliarawan lainnya (Bendaharawan Khusus dan Barang).

4.1.1. Tata Pembukuan pada B iro/Bagian Keuangan

Tata Pembulman pada Riro/Bagian Keuangan yang ada pada Pemerintah
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rah Ti
Dae nglcat I Kabupaten Bantaeng dapat dibagi menjadi tiga Bagian/Sub Bagian
yaitu :

A. Bagian/Sub Bagian Angparan

Tata pembukuan anggaran pada Bagian/Sub Bagian Anggaran hanya
mempergunakan Contoh B (Register SKO), baik register SKO Anggaran Rutin
maupun register SKO Anggaran Pembangunan dan Karfu pengawasan Kredit
berdasarkan kredit Anggaran,

Kartu Pengawasan KF‘Edit merupakan kartu vang dipergunakan untuk menjaga
kredit anggaran yang tersedia berkenaan dengan tindakan-tindakan otorisasi yang

dilalukan (SKO).

B. Bagian/Sub Bagian Perbendaharaan
Pada bagian ini, bulu-buku atan catatan-catatan dan register-register yang
digunakan dalam penyelenggaraan pembukuan keuangan daerah unfuk suatu tahun
anggaran dapat dijelaskan sebagai berilut:
1) Register Surat Perintah Membayar Usng (Register SPMU)} digunakan untuk
mencatat semua SPMU yang diterbitkan, yang dibuat untuk keperiuan rutin dan

pembangunan. Register ini terdiri dari 14 kolom.

2) Register Uang Untuk Dipﬂ"—'!ggmgjawab?" ‘Register UUDP), digunakan

untuk mencatat semua SF UDP v bitkan SPhT oelain dicatat

dalam Register B.Iju wm F :JP-E.I[ e 1an

I




4)

3)

mmmﬂtadf kegm-lum pembangunan masing-masing pasal mutasinya dicatat dalam

daftar ini oleh Bilx,g;iﬂﬁ-"ﬂlﬂ: Bagian Perbendaharaan. Sebagai tahap pertama yaitu
dengan mengisi isian-isian yang terdapat dalam Daftar Tsian Proyek (DIP) yang
meliputi : nama Pimpro, SK penunjukan Pimpro, nama Bendsharawan Proyek,
SE penunjukan Bendaharawan E_'rnyak, bidang, sektor, program, dan jumlah biaya
dalam DIP,

Register Surat Pepagihan (B.VII), digunakan untuk mencatat tagihan-tagihan
yang seharusnya dilunasi Eak:aligna_b-crdasmimn B.XIV vang diterbitkan, serta
surat setoran uang/pelunasan nang pada kas daerah sesuai B.IX.

Register Surat Penagihan Berulang (B.VII &), Register ini digunakan untuk
mencatat tagihan-tagihan yang pelunasannya bulanan, ftriwulan, semesteran,

tabunan seperti yang dinyatakan dalam keteniuan pelunasan tagihan tersebut.

" Dalam pengisian register ini, kolom 1-4 dikutip dari Surat Penagihan, sedangkan

6)

N

kolom 6 dan 7 dikutip dari setiap Surat Tanda Pelunasan/Setoran yang setiap kali
dilaporkan dalam bula kas.

Surat .Perintah Membayar Uang (B.X); sebagai sarana yang digunakan uniuk
memerintahkan pembayaran yang akan diiakukan oleh pemegang kas daersh
{ﬁmg&mya gama dengan cek tetapi pencairannya hanya berlaku di kas daersh
yang bersangimtan), dan dibuat dalam ranghap 6.

Daftar Penguji SPMU (B.XI), digunakan sebagai alat penguji kebenaran SPMU
rufin/pembangunan yang akan divangkan kepada pemegang kas daerah (PKD).



§)

2

melaksanakan  pembu
Bantaeng adalah seb

1} Register Daffar Femx

.ciiterimanyﬂh Di samping it B. X0 berf;

55

PED tidak dibenarkan membayar  SPMU apabila B.XII ftersebut belum

mgsi sebagai sweat pengantar dan tindasan
SPM.-U yang kemudian menjadi arsip PED karena SPMU aslinya kembali ke
Biro/Bagian Keuangan. Untuk mengetahui berapa jumlah SPMU yang diterima
PED pada hari diterbitkannya, pada B.XII ini diadakan penjumnlshan. Sesudah
kolom ini diisi harus ditandatangani oleh ordonatur atas nama Kepala Daerah dan
ditujukan kepada PKD dengan tembusan sesuai kebutulan,

Surat Penagihan (B.XIV) dan Swrat Penagihan Berulang (B.XIV a) . Kedua
formulir ini digunakan khusus untuk pensgilan selain penagihan pajak/retribusi
vang merupakan  penerimaan  deersh. Umumnya  peperimaan  ini  dilakukan
terhadap penerimaan yang diwrus oleh Biro/Bagian Eeuangan, Untuk menerbitkan
formulir ini harus dinyatakan dengan jelas atas dasar apa pikak ketiga mempunyai

hutang atau kewajiban kepada pemerintah daerah, juga harus dicaniumkan ke

mana pihak ke tiga ftersebut hamus pembayaran hutangnya, apakah

digetor ke kas daerah atau ke lt/‘\'me g

\

Bagian/$ub Bagian Pembuku:

Bulu-buly  atay register ian ini dalam

unfuk mencatat

semua pembukuan admi




2)

Lad
L —

4)

5)

6)

7)
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Buku Besar Peneri i
enerimaan (B.IV), digunakan  wntuk mencatat semua penerimasn

terjadi
yang tejadi - selama tahun Anggaran vang bersanghkutan. Pencatatan dilakukan

berdasarkan tanda sstoran atmy potongan SPMU, atan Daftar Adln[nislr:ﬂil"{DP:ka
yang menmnbnh-"nml_gmm-.gi penerimaan, |

Bulu Besar Pengeluaran (B.V), digunalan untuk mencatat semus pengeluaran
baik beban tetap maupun UUDP, serta perubahan-perubahannya,

Daflar Pembuluan  Administratif (B.XI), digunaken untuk menyelesaikan
pencatalan pembukuan alas penerimaan atau pengeluaran yang tidak masuk atau
melalui kas daerah. Arti dari pembubuan administratif adalah : Pengeluaran
daerah yang tidek berupa uwang tunai atan swrat berharga dan tidak melalui kas,
tetapi mengakibatkan penambahan sati atan beberapa ayat penerimaan dan/atau
pengeluaran  sampai svatu jumlah  yang sama tidak diselesaikan dengan
penerbitan SPMU. Pengeluaran demikian dimuat dalam perhihmgan anggaran.
Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan Triwulan (B.XV), digmakan sebagai

tempat menghimpun  ayat-ayat penerimasn  yang dikutip dari Bulu Besar

Penerimaan (B.IV) selama satu trivula an sistematika dalam APBD.
Daftar Kutipan Bulu Besar Pengely Mriwulan (B.5VI), digunakan untuk
menghimpun pasal per pasal yang \ 1 Buku E ngeluaran (B.Y) dan
susunannya disesua: "BD.

ormales mencatat rekapitulasi

Perhitungan Eas T

! win unfuk mengetahol
pendapatan dan bel

o
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berapa sisa kas pada akhir triwulan yang bersangkutan. Data untuk mengisi
B.XVII dikutip dari buku B 1 dengan memperhatikan B.IV dan B.V.

4.1.2. Tata Pembukuan Anggaran Daerah pada Bundal;arawaﬁ

Seperti telsh dijelaskan sebelumnya bahwa selain dalam arti luas, Tata

Pembukuan Anggaran  juga mempunyai pengertian dalam arti sempit. Tata

Pembuluan Anggaran dalam arti sempit ini dilaksanakan oleh para bendsharawsn
daerah, yaitu :
A.Bendaharawan Umum Daerah atau Pemegang Kas Daerah

Bendaharawsan ini mengurus seluruh ayat-ayat den pasal-pasal dalam APED
serfa melaksanakan tugas menerima, mencatat, dan menyimpan semua pendapatan
daerah bak dan pusat maupun Pendapatan Asli Daersh sendin, disamping
melaksanakan tugns membayarkan uang daerah berdasarken SPMU yang diterbitkan
"oleh Kepada Daersh. Contohnya : Bank Pembangunan Daerah dan Pejabat yang
ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daersh (PKD).

Untuk mencatat semua penerimasn dan pengeluaran uang melalui kas daerah,
PKD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B.IX). Sesuai dm‘?" FP
No. 5 Tahun 1975 pasal 18 ayat (1) dan (2), maka dalam B.IX ini harus
menampakian :
1) Pembuluan keuangan daersh A"l almulan dengan sistem bruto.

2) Pembulman harus dilalo’ tika it juga.




3 I
i) Pembukuan penerimumn, alas  dagar Penerimanan gy potongan SPMU  dari
otongs i ;
pengeluaran atas dasar SPMU yang diterbitkay I

4) Pembukuan pengeluaran adalah atag dasar SPMUTHHE Eiilerbiﬂ;an _ L . .

5) Setiap transaksi yang terdiri darj beberapa pasaliayat supaya dibulakan secara | ki

terinct tiap-tiap pasal/avat dimaksud

|
|
\
dari 5 kolom yaitu kolom 1 adalah nomor ur, kolom 2 }:

Buku ini terdiri
waian, kolom 3 adalah ayat/pasal, kolom 4 adalah penerimaan, kolom 5 adalah :"I
pengeluaran, i
',“ 5

Penyelenggaraannya dilaladan dengan secara harian yaitu dengan menuliskan
pada halaman pertama di kelom uraian tanggal awal pemaksian buku, selanjutnya A
mencatat setiap transaksi dengan mengambil dasar semua kejadian penerimaan atau
pengeluman  dibubukan  menurut tertib waktu dalam bul ini, sehingga yang _: -I
merupakan penerimaan akan dicatat dalam kolem 4 dan semua pengeluaran |
(penguangan SPMU) dicatat dalam kolom 5 sell:;etihn pada saat timbulnya transaksi.

Pembukuan penerimaan ataupun pengeluaran dilakukan tepat pada hari di

mana penerimaan atay pengeluaran ity benar-benar terjadi sesuai dengan tanda bukti i

vang sah. Bulu Kas Pembantu Ayat dan sobelan Buku Kas Pembantn Ayat serta

tanda bukti pengeluaran (Rutin dan Pembangunan), merupakan lampiran sobekan

ang disampaikan ke Biro/Bagian Keuangan.

i telgh dibukuksn pada Bulu Kas -
Setiap SPMU yang telah divangkan dat |

I dan nomor -
an Pengeluaran, maka oleh PED dicatat tanggal dan |

buku kas (B.IX Umum) ¥

Dacrah Penerimaan d

___—F'_‘!‘_



"-.._ﬂiie-._—.'--:‘—..'ﬁ-i

.._.
i
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bukti  gelambat-lamb tangg
e 10 bulan berikutnya disampaikan kepada

Biro/Bagian Keuangan dalam hal ini Sub Bagian Pembuknag ~

Selain Bulm Fas Penérimaan  day f‘engelummn yang diselenggarakan oleh | b

Pemegang Kas Daerah, juga menyelenggarakan Buku  Pembantu yaitu  Bulu

PBI"IIE.'IHJ’Im JEL:"HT_ PE.‘['IE'J.'III'IHHH !I'In'“-g di.,gu-llﬂkm TH“Hk I'“E'ﬂ{:ﬂiﬂiﬂ SRR p‘ﬂ“ﬂrh“ﬂﬂn

untuk Masing-masing jenis sesuai ayat secara bruto dan Bulny Simpanan Bank,

B. Bendaharawan Khusus it
Bendaharawan EKhusus adalah Bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan l,:

Kusus ayat-ayat penerimaan atan pasal-pasal pengeluaran tertentu, Tata pembuluan ?
vang diselenggarakan pada bagian ini dikerjakan oleh : :‘I
1. Bendaharawan FKhusus Penerimaan -
Tata pembukuan pada Bendaharawan ini menggunakan dua jenis buku I:l

yaitu Buku Kas Umum (BKU) Daerah (Model Bend. 10) dan Buku Penerimaan L
Sejenis (Model Bend. 16). E

s

Apabila Bendaharawan Umum Daerah mengaunakan BIX sebagai Bulu

. armsni Lohusus Usne bak i
Kas Penerimaan dan Pengeluaran. maka pars Bendaliarawan Liusts Hang B

Tendaharawan Khusus Penerima mavpun Bendaharawan Fhusus Pengeluaran

EE.LI“!I dﬂl] Peﬂ!hmmm} mﬁj]sg“ﬂﬂ]-:ﬂn HKU ll'lﬂdf-'i EE‘]I'I:I.].U' BEU Dﬂﬂ]’ﬂh IHl

dipunakan untuk mencatat selurh penerimaan  pendopatan  daerah dan - 5

penyetorannya ke Kas Dyeraly atas Instansi/Lembaga yang ditentukan sesual

yang berlaku, Dalam BEU
penyetoran secara bruto. Setiap

Dasrah ini dibukukan semua
dengan peraturan

penerimaan dan semud pengeluaran berupa

__



penerimaan dibukukan lebih dahuly ke Byly, Penerimaan sejenis, kemudian total
| N ki an o
harian dipindahkan ke BKU Dagggp, Dalam tata pembukugn pada Benﬂﬂhm

I{hustm Penerima ini, l.'llEH.lI'q'_lmE menyel BEU Daars.h :
EI@“‘“IW" Juga harus
menyelenggarakan Bulky

(Model Bend.16)

Pembantu Penerimagg Etjemﬂper ayat penerimaan

yang jumlah lembar dan rangkapnya sama dengan BEU Daerah,
. Bendaharawan Ehusus Pengeluaran

Adapun  buku-buku  dan register-register yang digmmkar; aleh
Bendaharawan Khusus Pengeluaran dalam menyelenggarakan tata pembukuan
keuangan (Anggaran) daerah pada PEMDA TE. I Bantaeng adalah :

a) Register Surat Keputusan Otorisasi (Model Bend. 7)
Yang harus disi pada register ini vyailu nomor urut penerimasn,
tanggal/nomer SKE.O, uraian dan fujuan pembelanjaan, gerta langgal pengajuan
SPP.

b) Register Surat Permintaan Pembayaran (Modsl Bend.8)

Pada register ini diigi nomor urut pengajuan SPP, tanggal dan nomor
SPP, uraian permir’ -nbayaran, dan h SPP yang diajukan.
¢) Raagimter Surat Per/ bayar Usn, | Bend. 9)
Yang few = diisi . urut, t o SPMU yang diterima untuk
e Clal e ¥ :
e dasar pengajusn SPP oleh
b
dy B’
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Bonists Duow ). poune. ki B Doty e 500 s
i arus pula

dikerjakan bulm- i
] | buku pembanty yaip Bulu Simpanan Bank (Model Bend.

11). -
Buku Pembantu Pengeluaran per Pasal (model Bend. 12)

Dalam buku ini ferdapat kolom penerimasn yang diisi dengan jumlsh
pembebanan SFMU pasal yang bersangkutan, sedangkan kolom pengeluaran

diisi dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan atas
beban pasal yvang bersanglutan,

f) Bulu Panjar (Model Bend. 14)

&)

Buku ini disediakan untuk pembayaran uang panjar yang dikeluarkan oleh
bendaharawan guna pengeluaran yang masih bersifat sementara, misalnya
uang panjar biaya perjalanan. Pada kolom penerimaan  dicantumkan
penerimaan kembali dari uang panjar yang telah diberikan pada saat
dilaksanakannya pembayaran keseluruhan biaya sebagai biave tetap. Pada
kolom pengeluaran dicantumkan jumlah pembayaran Uang panjarh yang
dikelvarkan.

Buku PPN/PPh (Model Bend. 15)

Dalam buku ini hanya dicatat jumlah-jumlah PPN dan FFh yang dipungut dan

harus disetor ke Kas Negara oleh B@mmm VAng bersangkutan atas

pemhaym'ﬂ:l—pembﬂﬁ"ﬂfm yang di Jakuleanny'a.
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¢. Bendaharawan Barang

Bendaharawan
Barang bertugas untik  menerima, I['tellj'll'l‘lpﬂll dan

mengeluarken barang yang ada ﬂﬂiﬂm Pefigurusannys. stas perintalykuasa. ordonatur
a38 811

parang atau pejabat dengan persetujuan atasan Igmngiys: dit bt i

pﬂ'tnﬂ'ggllﬂg]lﬂw!ﬂhm kepada Kepala Daerah,

Dalam penyelenggaraan tata pembukuan keuangan (anggaran) pada PEMDA .

TK.II Bantaeng, Bendaharawan Barang menggunakan bula-bul b G

)

2)

3)

Bula: Barang Inventaris (Model Bend. 18)

Buku ini digunakan untuk mencatel barang inventaris vang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah. Buku ini dapat berbentuk buku atau kertu untuk masing-
masing inventaris dengan kodenya masing-masing.

Buku Barang Dipakai Habis (Model Bend. 19)

Buku ini digunakan untuk mencatat barang-barang yang habis dipakai (suplais)
seperti kertas dan lain-lain, buku ini terdiri dari 7 kolom.

Buku Pengadaan Barang (Model Bend. 20)
Buku ini digunakan untuk mencatal barang yang diadakan/dibali. Buku ini terdiri

atas 7 kolom. Kolom ke 3 dan 4 diisi dengan tanggal dan nomor

- ' jika b tersebut
Pﬂljﬂﬂjianfkuntmk dan Berita Acara Penerimaan Barang ]! arang

i i barang sscara
dibeli secara lelang/tender, sedang jika pembelian/pengadaan

. gura
penunjulkan akn kolom 5 dan 6 diisl dengan mnggal dan nomar
1 , T

ara Penerimaan Barang atau
gang dibeli/diadaken.

tanggal/momor kwitansi,
penunjukan dan Berita Ac

w4 bm
sedang kolom 7 unful mengts! harga



4) Buku Penerimaan dan Pengeluaray Barang (Mode] bend
= 21}

Bulu ini digunakan untuk mencatat i
: PENerimaan atay
. Pengeluaran barang,

buku ini antara lain diisi tanggal Penerimaan barang, jenis h”‘;ﬂi jumleh barang
: J

yang dilerima. alat barang-barang yang dikeluarkan, ik instansi mana barang
tersebut diperuntubdean,

5) Buku Mutasi (Model Bend. 22)

Buku ini untuk mencataf mutasi barang inventaris barang yang ads, buku ini
terdiri dari 11 kolom.

6) Bulu Persediaan Barang (Model Bend. 23)
Bulu ini berisi tentang jumlah barang persediaan yang ada yang meliputi nomor
urut pencatatan, nama dan jenis barang, jumlah persediamn awal, penambahan
atan pengadaan selama tahun anggaran, pemakaian selama talun anggaran serta

gisa akhir barang itu.
Sebagai peﬂmggmgjmuﬂbm atas perigurisannys terhadap barang yang

diterima, disimpan maupun dikeluarkannya selama tshun  anggaran, maka

Bendaharawan Umum Barang haruslah menyusun laporan dalam hal ini laporan yang

tkan dibuatya yaitu Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dalam safu tahun

anggaran (Model Bend. 29) yaug dipecﬂlihm,gkmfdilampirkm pada perhitungan

APBD.

ita pombukuan pada Bendsharawan Klusus B8

buku yang digunakan sama 4@
Bendaharawan Umum Barang, selain

Dalam penyelenggarasn

(Bendaharawan Materiil), buki-

ngan buku-buku yang

digunakan pada tata pembukuan pada
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Bendaliaratyi ey Barmy seliap triwulan harus membygag |
aporan kepada Birg

perbekalan :;Em1lPeraWaimi Meteriil,

Laporan triwilan yang dimaksud vai ; ;
) yatu berupa, Daflar Bay
3 arang Invenlaris dan

wutasinya (Model Bend. 27) yang metupakan barang inventaris dan mutasi
inya

gelama triwulan, yang dilutip dari Buly Penerimaan/Pengeluaran Barang (Model
]

Bend. 21) dan dari Buku Barang Inventaris (Model Beng, 18) kemudian untuk setiap

wiwulan juga dibuat laporan dengan menggmakan Daflar Barang Dipakai Habis dan
Mutasinya (Model Bend. 28). Daftar ini merupakan dafiar barang yang habis dipakai
selama triwulan beserta mutasinya selama triwulan anggaran. Daftar ini terdiri dari 7
kolom waitu 1, 2, masing-masing berisi nomor wut pencatatan dan nomor barang,
kolom 3 diisi dengan ukuran, merek, saluan barang tersebut, kolom 4 disi dengan
jumlah persediaan awal dari triwulan yang bersanglutan, kolom 5 diisi dengan

pengadaan selama trivulan, kolom 7 adalah sisa barang akhir triwulan 1t

42. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II

Bantaeng
Pada prinsipnya sumber-sumber pendapatan daerah b
gumber pokok yang sama. Begitu pula dengan abyzk

35' geluruh P emerintah

daerah di Indonesia berasal dari

pengeluarannya pada dasarnya sama bagi semua daerah di selurub ;ElldﬂI!EEllﬂ-, yang

jad 1 1 luaran atau
%cara garis besar dapat dikelompoldan menjadi 2 bagian yail Fengelt
. ituj unfuk  membiayai
BE]Eﬂjﬁ Rutin yang mgmpg]{an peugﬂ]uaraﬂ :,?El.l'!lg ditujukan -
an Pengeluaral aian Belanja Pembangunan yaiu

kegiatan gehari-hari pemerintah. D



ditujuk
Fpﬂgﬂ]llﬂmﬂ Yeng Hukan wunbuk me‘iﬂkﬁﬁﬂﬂkm mE.ﬂE-h_;gm
salah satu pelakn pembangunan.

pEMDA TEIl Kabupaten Bantaenp sebagaimana

Uﬂh’k El]II]bEI‘ PEI‘IEI'imam {Pendﬂpﬂtﬁﬂj
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Pemerintah sebagai

dan obyek pengeluaran pada

yang terdapat pada Angparan
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 1999/2000

dapat dilihat
sebagai berikut :
Tahel 4.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bantaeng
Tahun Anggaran 1999/2000
Ho Uraian Jumlah | No Uraian Jumlah
(Rp) (Ep)
1 | Bogian Sisn Lebih Perhitungan | 2123457700 | 1 | Belanja Rutin 21 662476137
.ﬂ.l'l.ggﬂﬂﬂ't Taln '!’a.'hg Ll ].Hrll.l'ljl Pegmwal WHEE{E
2 Belargs Barng 1.736
7, Belana Pesweliharaan 72200000
4. Belaja Pejalann Dinns A
5. Belanja Lam dain -
I EB:gian Pendaparan Asll Daersh | 2196506600 ¢ Anggiren Prsamanuleng dan | %7760
nilird Burgs .
& Pajak Daerah 306,738,000 7. Gusjotan | Subsid  Sumbigan 202 502000
b. Retribusi Daseoh 725 b6 00D bepsiaDuenhBa0SR  a | wwivow
¢. Bagian Laba Usaha Dacrah 0 200 . 'L"':;;l”'f‘:‘:’“
4. Laindain Pendapatan 1128 P e Til Tersangha 1271000.000
9535 03] 303
I | pendapatan Yang Berasal dari | 26867643230 | I | Belanja Pembang 100,000 000
Pemberfan Pemerintah  dom 1. Sektoe Industd | 299,563 600
otan  Instonsi  YVong Leblh 2. sm?wmﬁﬂm
Tinggd 3, Sebder Susles Dy 141 314000
% Lrigsi
2 Bagi Hasil Pajak 4‘?11%_@ 4 Sektar  Perdagangan,  Usdbn | 0 o
b. Bag Hasil Bukan Pajak [ﬂ-ll“?-'m Dasmh actast 3 408 G0 93
£ Subsadi Dassah Olonom 000 5. s:wTr;:J;N“ dac. Tale-
d Bantuan Pembanginan 73] 754000 §. Seldoc i Drorth 01,000 000
£, Penienimosn Lainnya " Pembangunan Diperah 345,600,000
dan Pemddmm
g Seitor Linghongan Fidup 850 |\ o0y 230 g
Teta Fuang sl
9. Seier Pendidlan, Keviecrs
an Nasienal m““’:l E:l.
badap Tubin Yaog M 105 776,000
Pemuda danOlshRaga
0. Seitor  Kependudalan 71300000
* Kelvarga Besencan

i

-
— -
1

=~
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. Selaae g,
e Ser B
n Hl.m E
" 5uhwl_ P-nm“h,ﬂ P 310.50.000
13 Sedar Agualy - 995,00
i iﬂw flms Pengetahunn g | 0090
thnlog
15, Sxktar Hugur : s e
" i'h? Apurwie  Pemesinad Lt iive)]
N Fenganisan
7. Sekter Paliti,  Peny RS
sidk Media
A Stk hmh;h“dm L
— S i 35,000,000
JUMLAH 21,197 507 530
PEMDA Kabu : JUMLAH
umber - A paten Dati 1T Bastaeng 31197 507 530

Dari dala tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa pendapatan dasrah tingkat
I Bantaeng yang  dianggarkan untuk tehun  anggaren  1999/2000  sebesar
Rp 31.197.607.530, yang terdiri dari penerimaan Bagian Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp 2.133.457.700, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehesar Rp 2.196.506.600, dan pendapaten yang berasal dari pemberian pemerintah
atau instansi yang lebih tinggi sebesar Rp 26.867.643.230,

Sedangkan jumlah anggaran belanja (pengeluaran) uatuk tahun anggaran

1999/2000 sebesar Rp 31.197.607.57" yang terdiri atas belanja rutin sebesar
«an yang berjumlah Ry 9.53 5.131.393.

hahwa jumlah sendapatan sama

Bp 21.662.476.137, dan belanja pe

Dari data tersebut di atas

i gistem anggaran
de”‘?,ill Jumlzh ancoaran bel: pﬂmaﬂﬂtﬂh
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i3 Perbandingan Laporan APBD dengan Lapg
(General Find) poran Keuangan Dang Umnm

Penyajian laporan ]mumlgnn_mempukm tahap akhir dalam siklug akuntansi
18i,

dikenal dengan nama Perhitngan Anggaran Daerah
qung merupakan pertanggungjawaban  pilak Pemerintah Daerah atas pelaksanaan

APBD selama tahun anggaran tersebul. Sedangkan dalam akuntansi ressriiakan
uda laporan kevangan tersendiri sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah
dolam mengelola sumber penerimaan atau pengeluaran selama satu tahun anggaran
Dalam hal ini, penulis akan membahas laporan kevangan akhir tahun yang ada dalam
Dana Umum {General Fund) dalam wnit pemerintahan sebagai bahan perbandingan
antara Perhitungan Anggaran Daersh yang merupakan laporan akhir dalam iklus
anggaran pada Pemerintah Daerah Tingkat II Bantacng dengan laporan keuangan
yang ada dalam DEHE; Umum pada unit pemerintah yang menggunakan Sistem

Pencatatan Berpasangan (Double Entry System).

43.1. Perhitungan Anggarﬂn Daerah Pemerintah Dae rah Tingkat II Bantaeng

daerah ditetaplean dalam pasal 64
berilut : “Dengan

Kewajiban membuat perhitungan anggarat

ayat (3) UU No. 5 Tahun 1974, dimana felah digariskan sebagal
setelah ditetapkan
Peraturan daerah tiap talnm selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

ditetapkan
tahun anggaran tertentu
) Nﬂgaj’ﬂ. ul'lflli{

Anggaran Pendapatan dan Belany o
I_ E"- Hﬂl iﬂi HEH“E-E d@’ﬂgm ﬂ'IEkE

Perhitungan at daersh sebe
gan atas angEAran 31319 Tahun 1985 tentans

. No. 90
Pasal 78 Keputusan Menteri Dalam Negeri NO

b e
..‘:'
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Jaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bolgn;
P “lana  Daerah, yang antara i

'Eh. ,.?
ke mlﬂfﬂkﬂn bahwa Setelah An.ggamn Pendapatan dan Belanja Daerah tah
1kl

ggaran YAng bersangkutan berakhir, dibuat F““mﬂgﬂﬂ A Ty
pelanja Dacrah tahun anggaran tersebut berdasarkan stelsel kas yang berlakas”,

Makna dari ketentuan-ketentuan tersebut bahwa setiap Pemerintah Daersh |
baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat T masing-
masing diwajibkan atan diharuskan membuat dan menetapkan perhitingan daersh | [
(perhimgan  APBD) paling lambat 6 bulan setelsh AFBN ditetapkan, dengan
didasarkan pada peraturan dasrah suau daersh. /'

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Tingkat [T Kabupaten ,
Baneng tahun anggaran 1999/2000 disusun dengan tetap berpedoman pada
kelentuan peraturan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusal

maupun oleh pemerintah daerah it gendiri. Penetapan peraturan dasrah tentang

perhitungan APBD Pemerintah Daersh Kabupaten Dati 1T Bantaeng tahun anggaran

Daerah No. 7 tahun 2000.
Anggaran Pendapatan dan

1999/2000 ditetapkan dengan Perafuran
Berikut ini penulis akan menyajikan Perhitungan

Belanja Daerah Pemetintah Daeral

anggaran 1999/2000 yang ditetapkan ber

sebagai berilut :
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" Tabe
Perhitungan Anggaran Pendl:;lta D
Pemerintah Daerah I{ihllpaten an Belanja Daerah
' * Tahun A o Dati IT Bantaeng
raian Jumlah
j_',[l],'_.. — , 1 {Ep) § No
' Uraian Tumiak
| Pagian Sisa Lebih Perhltungan | 213345768803 ) Ep)
Anggrran Tohun "fa.l'lg Lalu B“hﬂh Rutin .
o 16,536 011 069 0
Belamya Fegawa
b |5872616 660.00
5 s Poeam, Hamn
b 15125
[ | Bagan Pendapatan Asli Daerah | 165406408399 ‘;g:’“'m“::m {5792 1070
Gendlri "y “:“E:u . 1432519 481 00
g Pajak Daesah 09 717 81100 Bunga N i T 7T S00.00
b B:rr.:ﬁ-umDn.quh %61 581 79200 7. f:d-m I Bubsidi f Sumbangen -
c BagganLaba Usshn Dascal 241043 31,99 < Somix Eethmee 139 977 000,00
d. Lain Jain Pendapatan 768 205597 00 ' BE:‘E.'"‘:.": yang tidak tesmasid
g 05 62 TS50
8. Pengebann Tidak Trrsangka TH00
@ | Pendapatan Yong Berasal dari | 24 460 98353416 G
Pewmberian  Pemerintah  dan SB35316 | I | Belanja Pembangunan 7997071677 B0
aptpu  Imstansl  Vang Leblh |, Seitorindusid 35.000.000.00
Tinggl 7 Seior Pertanizn dan Kebutan [ 234012 60000
& Bagi Hawl Pajak 3635 220.895,16 g S$E“?mu oa A 141 31 5.000,00
b Bag Hasil Bukan Paak 48345 421,00 4 Seklor Prdagingan  Usaha I
¢, Subeidi Daerah Dlenem 15924346 106,00 Diesah dan Kopemast 252 320 P0A00
e. Pemerimaan Lainnga 18 421 110,00 6. Seldos Panwisata den Tele-
farmurakasi Dardsh 0,000 000,00
7 Seklor Pembangunan Daerab
din Pemazan 323487 DIRR0
% Selar Lmghngan  Hidap
dan TaaRuang 5 1AL AR 50000
9, Selioe Pendidian, Mebuadaya-
ai Hasional Krpecaysan Ter-
hdap Tuum Yaog Maha Bea,
Pemada dan Olah Raga 507760600
10, Seliar Kependudaan dun
Kebaega Beisnand am
}1. Sekior x-n:nm;lm ﬂ;{;ﬂi
peragn SosiRl FeAnan
17, Sektor Penmmahimn A3 TG 40 g9 6000
13, Sektor Agama o RS
14, Sekar flmy Persgetaliana 406032 50000
i mﬂﬂ‘”}"uﬁ & 19741, 000,00
6, Sakt hpne Pemerietah | | 20400200
poliil, Penemng=l
e Masen = 650000000
14, Sektor “'f;;“"‘“‘ 2 100.000.00
JUMLAH — 3 57 038

Surber ; PEMDA Kabupaten Dati Il Bat2ers
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Berdasarkan Perhitungan Anggar
an Pendapatay dan
Belanja

gi atas dapat diketahui besamya Sjeq Perhitungay

. 1999/2000 sebagai berikut :

Pendapatan
e R 29.257.505.306,18
Pengeluaran ;
- Rutin TTTPPRP | 19.935.{}11.13@,{“}
- Pembangunan ............... Rp 7.997.071.677 80
Rp 27.933.082.746.80
Siga Perhitungan APBD Tahun 1999/2000 ... Rp 1.324 42255938

Dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten
Dai T Bantaeng tersebut, maka dapat diketahui besarnya Sisa Perhitungan APBD
talun angearan 1999/2000 sebesar Rp 1.324.422.559.58. Jumlah Sisa Perhitungan
APBD ini haruslah sesuai dengan jumlah yang dihitung menurut Pencocokan Anfara

Sizn Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas.

i digaii Antara Siga
Unnk  lebih jelasnya perilut ini disajikan tabel Pencocokan An i

Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas sebagai bertkut :



7l
Pencocokan Antara $isa p
*l'iilltlmguu o
Ptmum:]}?ﬁf Ka h’ﬂ[lih!n%:%r]?;l:nﬂ:n Sisa Kas
d&n
: NEgaran 19992000 -
A, Sisa Perhitungan APBD
o Sisa Perhitungan APBD Tahun Lajy Sepanjang iclak
termagik dalam perhitungan in;
| | Rp 0.00
b. SigaPerhitungan APBD Tahun Anggaran 1999/200¢
(tahun dinas perhitungan)
Rp 1.324.422 559,38

Jumlah .

B. Siza Kas Per 31 Maret 2000

Ditambak

g  Pembubuan-pembukuan  karena
penyetoran UUDP (tahun  dinas
perhitungan) antara 1 April 1999
s/d 31 Maret 2000 (bulan berilut
nya tahun dinas perhitungan ) ...

b. Pembukuan-pembukuan adminis-
tratif yang menambah sisa perhi-
tungan tahun anggaran 1999/2000
(tahun dinas perhitungan) dan me —
rupakan penambahan tahun bertkut

nya.

Dikurangi :
Pembllktmn—pemMﬂman administratif
yatg mengurangi Sisa Perhitungan &

Rp

0,00

Rp 1.324.422.559.38

Rp 1.338.555.09038

Rp 1.338.555.090,38

=

T

e el
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jun anggaran 1999/2000 (tahuy dinas

perhitungan) dan merupalean penambq.
berikutn

tahn E . EL_._ImM

Jumlah - B 14153100

Bp 1.324.422.559,38

wggaran 1999/2000 adalah sebasai becikut -
Pt:rh;il.lmgin Kas

Pemerintah Daerah Kabupaten Dati [1 B antaeng
Tahun Anggaran 1999/2000

Siea Kas tanggal 31 Maret 1999 (tahun anggaran yang lalu) Rp 2.133.457.688,03

Ditambah :

Penerimaan dari 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000
Tehun Dinas Perhitungan :

a Mengenai tahun dinas
perhitungan Rp 27.119.924.787,15
Dikurangi pengembalian
penerimaan (berdasarkan

0
5P Rp
MO) Rp 27.119.924.787,13

b. Penyetoran kembali Sisa UUDP tahun yg lalt Rp27.124.047.618.15
Rp29.257.505.306,18

0
*agaluaran dari 1 April 1999 /d 31 Maret 200

R
<
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Tahun Dinas Perhitungan :
Mengendi talun dinas perhitungan -
- ; §27.933.08

pilurangt pengembalian pengeluaran (kotyg. 082.746,80
pos) (berdasarkan surat tanda setoran) E:D—__limm

Ep 27.918.950.215 80
siga Kas pada tanggal 31 Maret 2000 (Dinas Perhitungan) 30

Rp 1.338.555.09018

Keterangan : Sisa Fas berada pada :

a. Bank Pembangunan Daerah Rp 1.338.555.000.38

43.2. Laporan Keuangan Akhir Periode Dana Umum (General Fun P

Sebagal bahan perbandingan antara laporan yang dihasilken dalam Sistem
Alumtansi Berpasangan (Double Entry System) dengan sistem akuntansi yang
diterapkan (Single Entry System) pada PEMDA Tingkat 11 Bantaeng, berikut akan
diberikan contoh laporan yang dimaksud sebagai laporan akhir tahun yang dihasillean

Dana Umnum yang menggunakan Sistem Aluntansi Berpasangan.

Neraca (Balance Sheet) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada

B s @'
s akfivanya hanya terdiri atas akliva lancar, sedang sisi hutang hanya terdiri dari

' 1 1 berikut:
hitang jangka pendek saja dengan cadangan dan surplus, ilustrasiya sebagal

"i-i._h‘ -
= Tl =
—m
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Akfiva

AR ——

Jumlah

— B

9 gyigtadi Arints, Opet!
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Pemeri
erintah Kota §5 - Dana U
Neraca Akhj
Tahun Anggaran 39 Junl 19xy
FKas
piutang Pajak Tunggalean 600
(-) : Cadangan tu nggakan pajak yang tak tertagih (36.000)
132.000
Piutang bunga dan denda pajak 6.400
(-) : Cadangan bunga dan denda pajak yang tak tertagih (260)
6.140
Piutang lain-lain 2.000
(-) : Cadangan piutang yang tak tertagih (320)
1.680
Jumlah 213.120
Utang, Apropriasi, Cadangan dan Surplus
Utang : 5
. 200
Voucher yang harus dibayar 141,3[]5]
Utang pada dana service intern 24.000
Utang obligasi yang jatuh tempo 5.000
Utang bunga yang jatuh fempo 1.000
Pajak yang dibayar dimuka P
174.000
11.000
28.120
Cadangan encumbrances _ = PO csirai
Surplus yang fidak diapropriasi (find balance) 213.120°

e

S ..qr'"J
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Laporan selanjulnya adalah analisa peryb
Hha.“ E'I.H'Plug : .
yang tidak diapropriasi

Lsgoran ini menunjukkan selisih antarg akliva dang g
Blgan

sk laporan analisisnya adalah sebagai beriy

Tabel 4.3

Pemerintah Kota §5 - Dana Umum

Analisa Perubahan Surplus Yang Tidak Diapropriasi

(Saldo Dana) Buat Tahun Anggaran {9xx

utang dan {:Eitﬂngan_

i Realisasi

. T‘I-IH'.H] Rg aﬁsa‘i L!hih*.r E.l.l.['ﬂ
wplis  yang tak  diapropriasi
‘spldo dana) pada awal talwm - ) i
Pemdapalan ..o, 1.596.000 1.593.220 2. 780
Junlah salde dan penambahan . .. 1.596.000 1.593.220 2.780
Dikwrangi dengan: '
B s smsn s i 1.576.000 1.554,100 21.900,
(adangan encombrances ........... - 11.000 11000

Jumlah pengurangan [.576.000 1363, 100 10500
Suplus yang tak diapropriasi ;
lsaldo dana) pada alchir tahun _..... 20,000 28.120 £.120

Sumber : Bukn Peneantar Aknntansi Panrintalian obel

Drs, Yustaein Ariing, Al

Laporan

salanjuya

perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi. Penfi

. S—_—
buat penyusunan anggarun yang akan datang, selain itu meniag

teuangan pemerintah membuat perhitungan lebi

Petierimaan, karena kekeliruannya akan diperhatiken 1

adalah

laporan

pendapatan

Vg melaporkan

nanya laporan imi antara lain

.pejabni

h cermat mangﬂﬂm taksasi

=



Tﬂ}gl 4.4

Pemerintah Kota 53 Da
= Uana Umum
Laporan Pendapatan - Taks asi dan Realisasj

76

. ‘Tahun Angparan99x
e
Sumber Pendapatan Taksas] Realivasi T
- Pendapatan Pendapatan Kurang
Pk :
pajak kekayaan umum .............. 1.152.000 1.152.000 -
Bunga dan denda .........coooinn __ 8.000 7340 660"
Jumlah pajak ....ooovvvnivinninn 1.160.000 1.159.340 660
Lisensi dan Perizinan )
Lisensi kendaraan bermotor ... 132.000 130,000 2.000
[inbangunan ...........cocoocinnen __30.000 __31.000 1,000
Tumlah lisensi + perizinan _162.G00 61,000 1.000
Denda dan sita : .
Denda pengadilan ........oooooeeneen 30.000 26.400 380,
Sitaan simpanan kontraktor ........ __2.000 .—l.ﬁlg 2 ‘;gg
Jumlzh denda dan sita __32.000 28,000 '
Bunga gimpanan bank ............ 4260 20,000 L
Hasil SeWa .. ...ocommmciinnnnenreenens e O 27000 L000
Jumlah hasil uang dan milik i i BRSEES
Bagian pajak pendapatan __200.000
Hasil Pelayanan : 6.000 6.200 240
Hasil polisi khusus g 000 7.680 320
Hasil penyiraman jalan ~14.000 13.880 120
Jumlah hasil pelayanan —_— .
1,596,000 1.593.220 2280
Jumlah besar
- pemerintahan oleh

Sumber : Buku Pengantar :M:uuta_nsi
Drs. Kustadi Arinta, Ak.

Selanjutnya adalah japoran biay,

membandingkan pengeluaran

belanja  dan

prcinbrances

komitmen dan apropriasi. Laporad ini
dengan aprupriani




(atement of expenditires and encumbrances

T

sebetulnya lebih merupakan perincian neracq dan analisa surplus tadi

Pemerintah Kota §5 _
Laporan Perbandingan Biaya dan Cada

' Tabel 4.5

Tahun angearan 199x

Dana Umum
ngan Biaya dengan Apropriasi

17

o) "
mpared with appropriations)

rﬁmgn;lisfl Apropriasi Blaya Saldo yang Encum- | Saldo yang tidek
i
siﬂt dian ¥ Eﬁk dlhﬂllﬂ;jl branees Dlmmtwlﬂ:lﬁfh:llﬂ
[ = Leblh
jamanan Umum :
plnss Kapollsian :
iy Rutin !
Persatil 170.000 170.000 - . i
Yertrak 20,000 19.000 1.000 : 1.000
Merial f3uplai 10.000 9,800 200 i 00
Junleh Bigya Rutin 200.000 198,800 1.200 TG o 1.200
Barang Modal ; .
Peralatan _ 44000 | _ 42.000 _ 2000 4.000 _2.000
Jumilsh 244000 | _240.600 _3.200 —4.000 BOG
Db Penadam Kebakoaran:
Bizya Ruhim ;
Personi 200.000 198,800 1.200 = e
Konirak 20.000 16,000 ;-C’W < 000 o
Material /Suplai 16.000 13.000 “ﬁﬂ% —5 700 1.200
Jumlsh Biaya Futin 236.000 227.800
farang Modal « - s _3.800
i I —_ 60000 ' o 7.000 _5.000
Juenlsh _296.000 | _284.000 g7 11.000 4.200
hurlah keamanan umum 540.000 524,800 '
—" i 4,000
Hin Ry 196,000 192.000 . 3 2.000
Ebersihan Kota 150,000 14&'&133 z.g-gg s zgg
foen & R Sgkit 156,000 ig;-_?m 200 . b
bt eraan um &0.000 ' 3 .
enerintshan Tpnurn 230.000 ﬂﬂﬂgg 200 . _ 200
Feustaknan 50,000 ‘;iﬁﬂ . : -
g P 000 - : =
1| &G 38. e —l
Pehensn Obligasi 35 L3600 | —rggg | L0 Ay
Total 1576000 | Lisdlod
e
an olsh

. intah
Sumber : Buku Pengantar Akuntansi FoRES
Drs. Kustadi Arinta, AK

R T
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aluasi Akuntansj .
14 E¥ Pem erintahay, yidy
Tingkat IT Bantaeng

tmerintahan p aerah

Dari pembahasan h‘:ﬂlﬂlm Laka  pembiiy
M yang digunakan yonge
tengatat
wuangan daerah (APBD) pada PEMDA Tingkat 11 Bantaeng, jelasial paj,
Wi 'mm

gembukuan yang digunakan adalah Tata Pembukya Tunggal yang didasarkan pada

Alagdangi Dasar Tunai.

Perlu ditekankan, bahwa penulis dalam mengevaluasi sistem akuntansi pada

pEMDA Tingkat IT Bantaeng ini, hanya melihat dari sudut pandang akuntansinya
sja, tanpa mempersoalkan segi bulan misalnya, yaite dengan membandingkan

Sistern Akuntansi Tunggal dengan Sistem Akuntansi Berpasangan,

Sistem  Aluntansi  Tunggal wang diterapkan pada PEMDA Tingkat IT
Bataeng mempunyai  kelemahan-kelemahan  jika dibandingkan dengan Sistem

Alamlansi Berpasangan antara lain :

, B b
Dalam mencatat transaksi-iransaksi kevangan yang terjadi, sistem pem ubuizn

mi 1 ' da sis1
i hanya mencatat pada satu sisi saja tanpa diimbangi dengan pencatatan pa

dicatat pada
liitya, misalnya dalam mencatat penerimaan lcas, penerimaan ini hanya P

i - atan pada sisi kredit
S5l debit buku penerimaan kas t_an{la, diimbangi dengan pencatdtal P

cebaliknya, unbik P
il .o tanpa diimbangi dengan
Ptgeluaran kas hanya dicatat pada sisi kredit b kas saja

- kit contoh
Micatatan sisi debit rekening tandingan kas. Ber

- encatatan afas transakst
ekening tandingannya. Begitu pula

psncatsilaﬂ ransaksi

- 1 Bantaeng
Peerimann dan pengefuaran kas pads PEMDA T

A



79
PEMDA KAB. DATI T BANTAENG
Tabun Anggaran 19992009
BUKU Kas
i " Penerimaan dan Pengeluaran
Halaman : 383
| H;:r Uraian Ayat/Pasal | Penerimaan Pengeluaran
Hari kamis tgl 30 Maret 2000
15‘[}3 Sdr, Aidil Akbar
-Pajak Fotel Restoran Maret 558,500
2000 ‘ _
1509 Bayar Emawati, Bend. rufin
inspektorat kab. Bantasng 750,000
SPMU No. 1208/BK
._-‘I-h_—\—\_‘_-_\_\_\u-_\_\_\-_-_\.__\_\_"_
5.145
: Rp 26573260 | Rp 119.13
Jurilgh tanggal 30-03-2000 Rp22.467.265.432 Rp19.660.199.635
Tumlah s.d. tanggal 29.03-2000 Fp72491 838 692 Rpt9.779.334.780
Tumlgh s.d. tanggal 30-03-2000 e Rp 2.714.503.911
Sisa

: 2.714.503 911
B Maret 2000 didapat saldo (1P sebelas
pada hari ini kmm?altgs l::l:: juta lima ratus Hga ribu sembilan ratus scbe

(Dua milyar tujub ralis €
rupiah)

i i : Kas Daerah
Mengetahu! Bantasng Tyt
ahang &4
An. Kepala BPDESC

IRFAN)

USSR

VA

B e
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Dengan tidak dilakukannya pencatatan sekaligus pada kedua sisi (sisi debit

daﬂiﬂigi h‘ﬂdiﬂ_ rekening, maka hal inj memmungkinkan adanya peluang terjadinga

kekeliruan dan kesalahan pencatatan baik disengaja maupun tidak disengaj

i Selain

o sulit unfuk melakukan pengecelan secara cepat jika terjadi kesalshan dan
kelelituan pencatatan, apalagi jika frelowvensi transakei culup banyak maka hal ini

sangat menyulitkan untuk dapat melakukan cross checking secepatnya.

Eelemahan dari Sistem Abuntansi Tunggal ini yaitu tidak adanya pengawasan
yang melekat yang dapat mendeteksi secara dini kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-

kekeliruan baik vang berkaitan dengan pendebitan dan pengkreditan maupun yang

berkaitan dengan jumlah rupiah yang dicatat pada sisi debit atau kredit.

Untuk maksud penyvsunan neraca gind mengetahui kekayaan daerah akan

mengalami kesulitan, hal ini disebabkan kerena tidak adanya subsistem-subsistem

yang mengidentifikasi rekening-rekening untuk tisp aktiva, wtang dan equitas dana
. ing-rekening yang ada pada

serta inventarieasi fisik pada Hap tangeal neraca. Rekening ng

Tunggsal hanya dapal menunjukican

pengeluaran, sehingea akan menyulitkan dalam

anggaran dan realisasi
Sigtem Alntansi

: dan
pendapatan (penerimaan)
penf,nimmnn neraca.

Datar perkiraan Y278
: pﬂndgp:riﬁﬂ y

digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan

ang dirinei per jenis pendapatan, dan perkiraan

mat clasifikasi untuk aldiva, utang dan dana equity.

terdiri dari pericf dengan demikian daftar perkiraan yang




Bl
Felemahan yang Gobul dengan adama kondic
< M Rendisi-kondig e st

T
ghelEzya ERTvehEim mer*m keuangm vy Jm:l;:m Ruws oy
2 g

pporen Festisast . Hal ind s memadi wek meosbosition iforamms
pemen yars S dinnakan elsh pihak-pihak lain selain mis pemerintafue it
apdit. Selain i Rreng mampe menchesilkan data vang lebih cepat dan bundul
wivk membanme perencanaan. pengslolaan dan peneawasan keuangan duersh secara

efbif dom 2fisien

Felsmahan lain dant Sistem Akuntansi Tunggal ini yaitw bahwa periaraan
vang ada tidak cocok untuk digunakan dalam Sistem Aluntansi Berpasangan, karena
dalam Sistem Alountansi Tmiggal tidak memual perkiraan-perkiraan unfik memenii
persamann dasar akuntansi yang findamental, yaitu

Altiva = Utang + Saldo Dana

Dari uraian-uraian tentang kelemahan-kelemalian yang melekal pada Sistem

Aluntansi Tunggal, maka sangat diperlukan adanya penympurnaan sistem akuntansi
| perbaikan manajemen dan

yang ada sekarang ini. Hal ini sejalan dengan upayh
i i feltif
pengelolaan kevangan daerah dengan lebih efisien dan €

I 4 at me 't.mpumukgn
Sﬂlﬂh satl afternatif pencarntal yang diharapkan dap n
ada PEMDA Tingka [l Bantaeng yang penulis bahas
pada

sistem akuntansi pemerintahar

adalah Sistem Almntansi Perprastil



i Evaluasi Akuntansi P;meriutahan D
-

Akuntansi Harpasangan (Douple

sitem  Aluntanst  Berpasangan,  penylig WENGAC  pada  gjy
Stslem  akuntansi

pmerintahan yang diterapkan pada it Pemerintah Amerika Serikar
| yang telah
penerapkan Sistem Akuntansi Berpasangan inj.

Berikut penulis akan menguraikan kelebihan-kelebihan yang melekat pada
Sistem Abuntansi Berpasangan ini bila dibandinglkan dengan Sistem Akuntansi

Tunggal yang diterapkan pada Unit PEMDA Tingkat II Bantaeng.

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Sistem Akuntansi
Berpasangan seperti yang diterapkan pada unit-unit usaha komersial, yang karena
iifamya  memenuhi persamaan dasar akuntansi dalam mencatat transaksi-transaksi

twuangan yang terjadi, maka hal ini memungkinkan ketelitian pencatatan dan

m“m‘jﬂm{ﬂﬂ pencarian kekeliruan pencatatan Yang dilakukan, karena sifainya yang

%lalu berimbang antara sisi debit dan sisi kredit suat rekening.

L ' i agal dari pendapatan pajak
Misalnya dalam transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapat
989,737,933, dan pembayaran

PEMDA Kabupaten Dati II Bantaeng sebanyak Rp |
jurnalnya sebagai

. dapatlah dibuat
BY! pegawai sebesar Rp 15.872.616.660, maka € s

berily -

 Rp289.737.933

. Rp289.737933

Pendapatan pajak ...

g



B3
alal pener| : »
(Uniuk mencat PERerimaan kas dari pendapgge: Pajak) 1
e .
BiayR L reosrrrreres e Rp 15.872.616.660
I{ﬂs lllllllllll |___|Ir_‘: 111111 v

...... '..,..,...HRIJ' lﬁ.ﬂ].ﬁlﬁ.ﬁﬁ{!
(Unfuk mencatat pembayaran gaji pegawai)
Dari junal yang diilustrasikan di atas, dapat terlibat balwg dalam mencatat

skl YANg terjadi dalam unit pemerintahan yang menerapkan Sistem Aluntansi
gepasagan - akan selalu nampak jumlah sisi debit dengan sisi kredit secara
wrimbang. Dengan demikian jika terjadi kekelinwan dan kesalahan-kesalahan dalam ‘|

mwociiat tranzaksi, maka secepalnya dapat dicel kembali ketelitian dan ketepatan
picaiatan  tersebut  baik yang berhubungan  dengan jumlah rupialnya maopun

kekelimian pencatatan debit atau kreditnya -

Selain hal tersebut di atas, dengan menerapkan sistem akuntanst ini _ |

Hin
mmingkinkan penyajian data keuangan secara cepal dan handal, yang sangat

gerfa pengaiwasin
bermanfant dalam membantu proses perencanaan dan pengelolaan
an dan

. s pookat keteliti f
bewangan daerah secarn efisien dan efektif Selain iU tingk |

- Aluntansi
T . . okan dengan Sistem
kecormatan sistem ini lebih ftinggi bila dibandingk f

Tungga) -
angan ini pada unit-unit pemerintahan
(dccrual Basis of Accaunting)

Arcrual Basis of

Penerapan Sistem Akuntansi Berpas

Menungkinken pemakaian Akuntansi Dasat e ified
. aetagi (Mod]
N A Dacer Hiinpw Yo% Dimodifikast (

_.—-_—:_-"._-—-_'_'Jf-—""#

BN R
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P—,-,wﬂ””g,l Misalnya saja penggunasy, Akuntans;
asar

Fﬁ unit p‘BmEl'“““!'ﬂIL yang merupalay, Mﬂﬂmm:]

dﬂ@'ﬂ" Alunfansi Dasar  Himpun, mepy,

eS| bukan saja pada

dapat integrasikan i
T mengintegras pembukugn Rekening Ay
Bearan  (Budgetary
yount) dan Rekening Eepemilikan { Proprietary Account ],
Dengan adanya rvekening tersendiri  unfuk Rekening  Bupdet jnj yang

fisabean dart Rekening Fepemilikan memungkinkan adanya pengendalian yang
g@imenmdﬂlﬂ{an evaluasi terhadap APBD yang telah ditetapkan. Hal ini skan
Hn@ikml untuk menganalisa dan mengevaluasi adanya selisih-selisih antara
eiemng anggaran dengan realisasinya. Hal im sangat membantu dalam proses
prencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada masa yang akan fhlﬂng,

Dengan  menggunakan Sistem  Akuntansi Berpasangan  yang didasarkan

a unit pemerintahan misalnya, maka
lebih lenghap

Abmitangi Dasar Himpun Yang Dimodifikasi pad

leagen cara ini memungkinkan disusunnya laporan keuangan ¥ing

: ih handal yang tidak
Wg dapat menyajikan informasi-informasi keuangan Yang lebih

andingkan antara anggaran dengan realispsinya
an keuangan yang terdiri

iqgi, Pengeluaran,

bana terqliy dari laporan yang memb dari
art

%4, melainkan memungkinkan untuk menyajikan lapo
' Lapora Apropr

, - i ] riﬂgir
Neraca, Analisa Surplus Yang Tidak Diaprop and Ereumbrances).

S

e

£
L9

by

R

, & s

1 !
; |

L :

J.ﬂ'
a
P

- —



Penyajian laporan-

memetuhi persamann dasqr akuntang

Untuk  meinberilz, lustrasi gpag Pencatatan rekening dimaksud py ikt
] BTk

diberikan gambarag hﬂﬂﬂﬂmﬂlﬂ}"ﬂ M:sulrl}‘ﬂ tntuk talyn Miggaran 1999/2000 telg
)

ditetapkan  angearan Pendapatan  pEpp 4 Eab, pgy;

Rp 31.197.607.530, anggaran belanja ditelapkan gebegar Rp 31.197.607. 530, maka
dapat dijurnal zebagai berjln -

Anggaran Pendapatan rreeeeens Rp 31,197,607.530
Anggaran Belmlpa Rp31.197.607.530
(Untuk mencatat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral)

Dalam  Sistem Aluntansi Berpasangan  ini, memungkinkan penggunaan
Almtansi Dasar Himpun Yang Dimodifikasi lhususnya unful Akumtansi Dana
Pemerintahan. Dalam pengakuan pendapatan dimana pendapatan diakui pada saat
penerimaan pendapatan secara tunai, kecuali untul pendapatan yang tersedia dan
dapat diukur dicatat pada saat terjadinya pendapatan tersebut Misalnya terhadap
Pajak kekavaan vang dibebankan pada wajib pajak dimana pajak ini sudah tersedia

SEAE s e i
dan sudah diketahui jumlalnya, maka pajak ini langsung diakui sebagai pendap

halnya dengan
tanpa harus menunggu saat tertagihnya pendapatan tersebut Lain va

i ! bisa digkui sebagai
Pendapatan yang tidak tersedia dan tidak dapat diulaer, baru bisa

iteri nai. Sedang onhk
Pendapatan jika pendapatan tersebut diterima  gecara



Dari uraian tentang pengaluan Pendapatan dengan Alians
Iiang)

- pimodifikasi tersebut di atas, male berikut inj dapat diber
erikan contol juryaly
v

Pintangpayak ................. Rp X¥%X

Pendapatmu:ra_jﬂlc....-..,...-......-.....- Rp XXX

(Untuk mencatat pendapatan dari pajak)

Sedang jurmal untuk mencatat pendapatan vang karena sifatnva harue diakui

paida snat diterima secara funai adalah sebagai berilut :
Eoim oo e R

Pendapatan .........cccciceecisonmammirene Rp XXX
6. Tndikasi Hambatan Yang Muncul Dalam Penerapan Douhle Entry System

Dalam upaya untuk menerapkan Sistem Alamtansi Berpasangan sebaga

i i tansi
demalif pencatatan akuntansi pemerintahan untuk mengganfikan Sistert AR

= ¥ u]]!l‘ﬂ_i
Tnggal yang diterapkan pada PEMDA Tingkat I Baniaefd: selain memp

P i terdapal
kﬁ!ﬁ“hll-kmmggulm EEIJnguimmlﬂ telah duélﬂ]{ﬂﬂ gebelumnya juga

hmhﬂtﬂn‘hﬂfﬁhﬂtﬁl yang mungkin muncul clalam
dalam upay? P

ypaya pelaksanadl o

Enlry
enerapan Double
4w indikasi hambatan yang muncul

Yitem antara lain -

Dasar Himpuy
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; nbatan Pegawai Yang Terampil

a menerapkan Sistem alg ;
palam upaya Ine ntansi Berpasanear:
pada

terampil Ying dapat menyelenggaralan
i g baru ini nantinya. Masalah lersedianyg PEEBWAL yang terampi|
fampil sanpa

gasalah fersedia fidaknya pegawaj yang

ge! untule  dapat  menjamin terlaksananyg proses peraliban day
Petierapan

siglem yang baru tersebut. Tanpa didukung oleh pegawai-pegawaj yang memiliki

jtar belakang pendidikan dalam bidang aluntansi, makg upaya peralilen dan

penerapan sistem pembukuan yang baru ini akan menemui hambatan,

Unfuk mengatasi masalah tersebut di afas, maks sntara lain dapat diambil

|anghah-langleah berilout :

- Untuk pegawai yang tugasnya berkaitan dengan masalah pembukuan/akuntansi,
maka pegawai-pegawai dalam bidang ini perlu ditinghatkan mutu atan tinglat

: i dal
kompotensinya tenfang pengertian, pemahaman dan keterampilannya dalam

2 . a ini d
upaya untuk menerapkan sistem akuntansi yaig baru ini Hal ini dapaf

dilakukan melalui pendidikan dan latihan apakah melalui jalur pendidikan

ara melanjutkan pendidikan ke jenjang ¥
ebutuhan yang ada. Juga dapat

ang lebih tinggi
formal, seperti dengan ¢

melalui fugas belajar misalnya gesuai dengal

melalui jalur informal dengan cara mengikuti

berkaitan dengan bidang keuangan dan aluntansi. o
: on pega

+ Dalam merekeut pegawai bary, disyarafkan mw:dm:mpii dengen

Yang memiliki latar belakang pendidikan @I

L

P o
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BAR vy

KESIMPyL, AN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Setelah  dilakukar Pembahasan pgdy bab-bah sebelumnya, maky penulis

menarik beberapa kesimpylan yang berkaitan dengan masalah Double Entry System

sebagal Alternatif Pencatatan Alkuntans; Pemerintahan, sebagai berilo ;

1. Tata pembuluan keuangan daersh (APBD) Pemda Tingkat 1T Bantaeng
menggunakan sistem akuntansi tunggal yang didasarkan pada akuntansi dasar
tunai, dimana pendapatan/penerimaan daerah dialo; eebagai pendapatan pada saat
pendapatan tersebut diterima secarn tunal, sedang biaya diakui sebagai biaya
pada saat biaya‘pengeluaran tersebut betul-betyl dikeluarkan/dibayarkan secara
tunai.

2. Sistem akuntansi tunggal yang didasarkan pada akuntansi dasar  tumai
sebagaimana yang diterapkan pada Pemda Tingkat I Bantaeng memiliki
kelemahan-kelemahan antara lain : |
a. Transaksi yang terjadi hanya dicatat pada satu sisi saja tanpa diimbangi

dengan pencatatan pada rekening tandingannya, hal ini dapat menyebablan
terjadinya kesalahan dan kekeliruan Fenﬂﬂfﬂtﬂﬂ-

lit unfule segera melakukan pengecekan terhadap ketelitian dan kebenaran
Suli

j

selalu berimbang antara sisi debet dan sisi kredit.

N
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Sistem ini tidak me |
. MpUnyal pengawasan yang melekat yang dapat mendeteks;

jumlah }fang terdapat pada sisi‘debet dan kredit,

secara dini kesalahan dan kekeliryan seperti ketidakseimbangan pencatat
Calalan

sehingga hal ini menyulitican

untuk melakukan andit secara efisien dan efektif

d Sulit untuk menyusun neraca wntuk menghitung kekayaan daersh karena

tidak adanya subsistem rekening yang dibuat untuk rekening aktiva, utang,
dan saldo dana.

. Sistem Aluntansi Berpasangan memiliki keunggulan-keunggulan bila dibanding-

kan dengan Sistem Aluntansi Tungeal, diantaranya :

a

Memungkinkan ketelitian pencatatan dan memudahkan pencarian kekeliruan

dan kesalahan pencatatan, serta dapal mendeteksi kesalahan dan kekeliruan

pencatatan karena sifatuya yang selalu harus berimbang.

Memungkinkan pemakaian Akuntansi  Dasar Himpun Yang Dimodifikasi

pada Dana Pemerintahan

Dapat mengintegrasikan rekening-rekening  Anggaran dengan  rekening
Fepemilikan dalam pembuluan mulai dari gast disefujuinya anggaran
pendapatan dan belanja hingee seal real jensi dan pelaporanni

'_'-"':n.'r Laalh 1‘;-”‘21!' .'F“I"E
dhart

TLEY B N 1 e

Diapal menchasilian infrpast lanar

embantts  perenCHERan, pengeloluan

caenl  peliDdiiemn Gl

&1 r LW el daerall
PElgmaW dal Herin e SRR UL IS alip) Helkdly
-
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e, Memungkinkan ‘quﬂfﬂnggar n
; Ay a I'Eliaﬂing ald;
Iva, 'ﬂtﬂ.l'lg I:I:-ln Eﬂlilﬂ dﬂﬂﬂ.

_n,ran_g dapat memenuhi Persamaan dusar akuntans; sehingea m udalﬂ:an
em
penj.msunun laporan Iceumgzm yang Iengimp

4. Dalam upaya menerapkan Sistem Aluntansi Be:pasmgﬁn ini, maka akan muncul

hambatan-hambatan antara lain hambatan pegawai yang terampil dan hambatan

biaya.
5.2. Saran-saran

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki tata pembukuan
keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daersh, maka perlu adanya
penyempunaan sistem akuntansi yang ada sekarang ini, yang dapat bermanfaat
bukan saja sebagal alat pertanggungjawaban (akuniabilitas), melainkan juga
bermanfaat dalam perencanaan, pengelolasn dan pengawasan keuangan dasrah secara

efisien dan efekhif
Sejalan dengan hal tersebut serta mengingat kelemahan-kelemahan yang

melekat pada Sistem Aluntansi Tungeal, maka penulis menyarankan kepada pihak

PEMDA Tingkat II Bantaeng dan pihak-pihak lain yang berkompoten dengan

masalah yang dibahas ini unfuk mempelajari, menelash dan melalaukan penelitian

. s . E.d.ﬂ.
lebih lanjut terhadap kemungkinan penyempurnaan sistem akuntansi yang

sekarang ini dengan Sistem Alamtansi Berpasangan.

akan
Dalam upaya menerapkar qistem Aluntansi Berpasangan ini, maka
1 yang terampil dmn

muncul hambatan-hambatan antara Jain hambatan pegawal
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EAawal vang sudah ada dan yang alan

latihan foryq) Inaupun mﬂrmn! sedangkan

yang berkaitan dengan msmalnh biaya dappgt dilakukan dengan menambah BNgEaran

unhuk upaya Penerapan sistem Yang bany inj

F i
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